
 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN 

TANAH HAK MILIK UNTUK DISEWAKAN DI PASAR 

KREMPYENG BLURU PERMAI SIDOARJO 

 

SKRIPSI 

Oleh: 

Iftirosy Ridhaning 

NIM. C92216163 

 

 

 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Fakultas Syariah dan Hukum 

Jurusan Hukum Perdata Islam 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 

Surabaya 

2020



 
 

ii 

 
 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Iftirosy Ridhaning 

NIM : C92216163 

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ 

Hukum Ekonomi Syariah 

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan 

Tanah Hak Milik Untuk Disewakan Di Pasar 

Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo 

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya 

saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. 

 

 Surabaya, 09 Maret 2020 

 Saya Yang Menyatakan,  

 

 

 

 

 

 Iftirosy Ridhaning 

NIM. C92216163 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi yang ditulis oleh Iftirosy Ridhaning NIM. C92216163 ini telah diperiksa 

dan disetujui untuk dimunaqasahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 09 Maret 2020 

Pembimbing, 

 

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag 
NIP. 195511181981031003 

 



iv 
 

PENGESAHAN 

Skripsi yang ditulis oleh Iftirosy Ridhaning NIM. C92216163 ini telah 

dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum’at, tanggal 20 Maret 2020 dan dapat 

diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata 

satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum 

Majelis Munaqasah Skripsi 

Penguji I, Penguji II, 
 
 
 
 

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag 
NIP. 195511181981031003 

 

 
 
 
 

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag 
NIP. 196701021992031001 

 
Penguji III, 

 
Penguji IV, 

 
 
 
 

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. 
MSI 

NIP. 197809202009111009 

 
 
 
 

Siti Tatmainul Qulub, M.S.I          
NIP. 198912292015032007 

 

Surabaya, 30 Maret 2020 

Menegaskan, 

Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 

 

 

 

 

 
NIP.195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 

PERPUSTAKAAN 
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  

E-mail: perpus@uinsby.ac.id 
 

v 
 

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 
Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di 
bawah ini, saya: 
Nama   : Iftirosy Ridhaning 
NIM   : C92216163 
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah 
E-mail   : iftirosyridhaning@gmail.com 
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas 
karya ilmiah: 

Skripsi  Tesis  Disertasi Lain-lain (....................) 
Yang berjudul: 
 
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH HAK 

MILIK UNTUK DISEWAKAN DI PASAR KREMPYENG BLURU 
PERMAI SIDOARJO 

 
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-
Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, 
mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), 
mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain 
secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya 
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit 
yang bersangkutan. 
 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak 
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang 
timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 
 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 
 

Surabaya, 30 Maret 2020 
  Penulis   

 
 
 
 Iftirosy Ridhaning 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

vi 
 

ABSTRAK 

 
Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah 

Hak Milik Untuk Disewakan di Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo ini 
menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, yang meliputi : bagaimana praktik 
pemanfaatan tanah hak milik untuk disewakan di Pasar Krempyeng Bluru Permai 
Sidoarjo ?, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah hak 
milik untuk disewakan di Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo ?  

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Pasar 
Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya 
data yang terkumpul di analisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif 
dengan pola pikir deduktif, yaitu cara berfikir yang bertumpu pada konsep dan 
teori-teori kepemilikan dalam Islam, serta ija>rah yang kemudian dikaitkan dengan 
fakta di lapangan tentang pemanfaatan tanah hak milik untuk disewakan di Pasar 
Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo.  

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, pemanfaatan tanah hak milik yang 
dilakukan oleh sebagian orang untuk mendirikan bangunan stan yang kemudian 
disewakan kepada pedagang dengan membayar uang pendaftaran, uang kebersihan, 
serta uang keamanan. Kedua, menurut hukum Islam, praktik pemanfaatan tanah hak 
milik untuk disewakan di Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo dikatakan fasid 
(rusak) karena Islam tidak diperbolehkan orang lain untuk mengambil manfaat dan 
suatu barang tanpa memperoleh izin dari pemilik, kecuali sesuai dengan bentuk 
muamalah yang diperbolehkan. Selain itu transaksi sewa-menyewa terdapat 
sebagian rukun dan syarat ija>rah yang tidak terpenuhi.  

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada Kepala Desa untuk 
lebih tegas dalam pengawasan terhadap segala aset yang ada di Desa Bluru Kidul 
Sidoarjo. Kepada Puskopkar selaku pemilik aset untuk selalu mengontrol aset yang 
ada di Desa Bluru Kidul agar tidak terjadi perselisihan yang di kemudian hari. 
Sedangkan saran kepada pengelola pasar hendaknya ketika bermuamalah bersikap 
jujur seperti penjelasan terhadap objek yang diperjanjikan, serta mencari rezeki 
dengan cara yang benar. Serta kepada pedagang pasar seharusnya memahami dan 
mengerti terkait status tanah yang ditempati berdagang dan lebih bijak menanggapi 
sikap Kepala Desa ketika merelokasi pedagang dari pasar lama menuju pasar baru 
yang jelas struktur organisasi, dan tanah yang digunakan merupakan aset desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Susunan kehidupan masyarakat, dalam berbagai sektor termasuk 

perekonomian meliputi tanah, bumi, air, dan ruang angkasa merupakan karunia 

dari Allah SWT. Usaha untuk mencapai fungsi tanah, bumi, air, dan ruang 

angkasa harus sesuai dengan kepentingan rakyat dan negara. Agraria dalam arti 

sempit merupakan tanah, namun dalam arti luas meliputi bumi, air, ruang 

angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalam unsur tersebut. 

Pengertian tersebut menunjukkan arti tanah bukan dalam pengertian fisik 

melainkan pengertian yuridis yaitu hak.1 

Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa 

pengertian tanah adalah sebagai berikut, “Atas dasar hak menguasai dari 

Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-

macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah. Yang dapat diberikan 

kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama 

dengan orang lain serta badan-badan hukum”.2 Tanah dalam pengertian yuridis 

adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian 

tertentu permukaan bumi yang berbatas.  

                                                           
1 Urip Santoso, Hukum Agraria : Kajian Komprehensif, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 
2012), 4. 
2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria. 
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Hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada 

pemegang hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang 

dihaki. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), kepada pemegang hak atas tanah diberi 

wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh 

bumi dan air serta ruang yang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan 

langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas 

menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.3 

Wewenang pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk 

menggunakan tanah sesuai dengan macam hak atas tanah tersebut. Misal, 

dalam wewenang pada tanah hak milik untuk kepentingan pertanian atau 

mendirikan bangunan. Hak milik adalah hak turun menurun, terkuat, dan 

terpenuhi yang dapat dipunyai seseorang atas tanah dan memberi kewenangan 

untuk menggunakan segala macam keperluan selama waktu yang tidak 

terbatas. Hak milik atas tanah terjadi melalui tiga cara sesuai dengan Pasal 22 

ayat (1) dan (2) huruf a dan b UUPA, yaitu : Hak Milik atas tanah terjadi 

menurut hukum adat, Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan 

pemerintah, dan Hak Milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-

undang.4 

Aktivitas ekonomi manusia bergantung secara langsung pada tanah, Islam 

memandang tanah sebagai salah satu faktor produksi yang terpenting.5 

Aktivitas fiqh muama>lah erat berhubungan antara manusia satu dengan 

                                                           
3 Urip Santoso, Hukum Agraria.., 10. 
4 Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, (Malang : Setara Press, 2016), 82. 
5 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar, (Jakarta : Prenadamedia 
Group, 2012), 161. 
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manusia lain yang berkaitan dengan benda atau ma>l. Hakikat dalam hubungan 

tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan 

yang lain. Hak dan kewajiban dari pihak yang melakukan transaksi diatur 

dalam fiqh muama>lah, agar hak sampai kepada pemilik, dan tidak ada orang 

yang mengambil sesuatu yang bukan hak. Dalam muamalah, segala sesuatu 

memiliki ketentuan hukum boleh kecuali yang dilarang. Semua akad dan 

berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia memiliki ketentuan hukum 

sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan syara’. Hal tersebut sesuai 

dengan kaidah : 

ةُ حَتىَّ يَـقُوْمَ دَليِْلٌ عَلَي الْبُطْلاَنِ وَالتَّحْريمِِْ  حَّ  الأََْصْلُ فيِ الْعُقُوْدِ وَالْمُعَامَلاَتِ الصِّ

Artinya : “Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga 
ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”.6 

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengatur kegiatan 

muamalah sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar 

syara’. 

Kegiatan bermuamalah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, salah 

satu contoh adalah ija>rah. Ija>rah merupakan akad pemindahan hak guna 

(manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu yang ditandai dengan 

pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

(milkiyah) atas barang tersebut. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat 

barang, tetapi fisik barang tetap utuh setelah dimanfaatkan.7 

                                                           
6 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2013), 4. 
7 Dumairi Nor, dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf, (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008), 118. 
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Dasar hukum dari ija>rah diberbagai literatur, telah disebutkan dalam 

firman Allah SWT surat Al-Baqarah (2) : 233 : 

لَى الْمَوْلُودِلَهُ رزِْقُـهُنَّ وَعَ  ۗ◌ يُـرْضِعْنَ أوَْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ لِمَنْ أرَاَدَأنَْـيُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ تُ وَالْوَالِدٰ 

امَْعْرُوفِ  ِ نَُّ  اوَلاَمَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ رَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَ لاَ تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآ  ۗ◌ وكَِسْوَُ

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  وَإِنْ  ۗ◌ فَإِنْ أرَاَدَا فِصَالاً عَنْ تَـراَضٍ مِنـْ

تُمْ اٰ  آ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّ عَلَيْكُمْ  ا أوَْلاَدكَُمْ فَلاَ جُنَاحَ أرََدْتمُْ أنَْ تَسْترَْضِعُوْٓ  لْمَعْرُوفِ تَـيـْ ِ   ◌ۗ  ََّ وَاتَّـقُوا ا

َّٰ وَاعْلَمُوْٓ  بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ  ا أَنَّ ا  

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban 
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang 
patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula 
seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun 
berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih 
dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka 
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu 
disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan.”8 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa memanfaatkan seseorang atau barang 

maka diharuskan memberi imbalan atas manfaat tersebut. Para ulama fiqh juga 

mengemukakan alasan dari beberapa sabda Rasulullah, diantaranya adalah 

sabda beliau yang mengatakan : 

                                                           
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan dan Terjemah, (Bandung : CV Penerbit 
Diponegoro, 2010), 37. 
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هُمَا قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اعَْطوُا الأَجِيرَْ   وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

فَّ عَرَقهُُ.أَجْرَهُ قَـبْلَ أَنْ يجَِ   

Artinya : “Dari Ibnu Umar ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Berikanlah 
kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. 
Ibnu Majjah)”9 

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, hadis bernomor 2434. 

Hadis tersebut bernilai marfu’ dan mutasil sanadnya bersumber dari Ibnu 

Umar.10 

Ayat Al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW tersebut menjelaskan bahwa 

hukum akad ija>rah dibolehkan karena akad tersebut dibutuhkan oleh 

masyarakat. Kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki tempat 

tinggal yang tidak ditempati. Sisi lain ada seseorang yang tidak memiliki 

tempat tinggal. Ija>rah diperbolehkan kepada orang yang tidak memiliki 

tempat tinggal untuk bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan 

untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa 

yang telah disepakati bersama, tanpa harus membeli objek ija>rah yaitu 

rumah.11 

Ija>rah berkaitan dengan status kepemilikan dalam bermuamalah, 

kepemilikan merupakan hubungan manusia dengan benda yang ditetapkan oleh 

syara’ yang menjadikan manusia mempunyai kekuasaan khusus terhadap 

                                                           
9 Imam Ibnu Hajar Asqalani, Shahih – Dha’if Bulu>ghul Mara>m Memahami Hukum dengan Dalil-
Dalil Shahih (Terjemahan Merujuk Kitab Syarah Hadits Dilengkapi Mukadimah Ilmu Hadits); 
Penerjemah, Muhammad Hanbal Shafwan, (Solo : Al Qowam, 2013), 483. 
10 Suqiyah Musafa’ah, Hadith Hukum Ekonomi Syariah, (Surabaya : Uin Sa Press, 2014), 96. 
11 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 320. 
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benda tersebut.12 Kepemilikan dalam fiqh muama>lah dibagi menjadi dua 

bagian yaitu : milk tam adalah suatu pemilikan yang meliputi benda dan 

manfaat sekaligus, serta milk naqis merupakan seseorang yang hanya memiliki 

salah satu dari benda tersebut tanpa memiliki manfaat atau memiliki manfaat 

tanpa memiliki zatnya.13 

Pemanfaatan tanah untuk pertanian atau untuk pertapakan bangunan atau 

kepentingan lainnya dibenarkan dalam hukum perjanjian Islam, namun 

pemanfaatan suatu objek perjanjian harus dilakukan oleh pemilik, karena 

kelangsungan akad ija>rah disyaratkan harus memenuhi hak milik atau 

wilayah (kekuasaan). Akad ija>rah menyatakan pemilik adalah yang berhak 

memanfaatkan atau menggunakan objek kepemilikan, serta berhak untuk 

menyewakannya kepada orang lain.14 

Praktik pelaksanaan akad ija>rah terdapat di Bluru Permai Sidorajo pada 

pemanfaatan tanah hak milik untuk disewakan di Pasar Krempyeng Perumahan 

Bluru Permai. Permasalahan muncul ketika pihak Puskopkar melakukan 

pemasangan plakat hak milik tanah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. 

Puskopkar adalah Pusat Koperasi Karyawan Jawa Timur yang berada di bawah 

binaan Provinsi Jawa Timur. Puskopkar merupakan developer atau 

pengembang dari Perumahan Bluru Permai Sidoarjo, yang beralamatkan di Jl. 

                                                           
12 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, 
(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 26. 
13 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 132. 
14 Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 
159.  
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Wisma Pagesangan Raya No. 103 Kota Surabaya.15 Latar belakang 

pemasangan plakat tersebut dikarenakan perubahan status menjadi lahan 

komersial, bahwa terdapat petak-petak lahan yang siap untuk dibangun. Alasan 

lain pemasangan plakat oleh Puskopkar adalah pasar krempyeng berubah 

menjadi semi permanen dan tidak tersedianya lahan parkir. Puskopkar 

mengatakan bahwa lahan yang ditempati pedagang bukan merupakan fasilitas 

umum.16 Puskopkar sebagai pemegang hak milik tanah memiliki hak mutlak 

untuk memanfaatkan tanah tersebut.  

Al-Qur’an menjadi sumber rujukan mengenai kepemilikan mutlak, segala 

sesuatu di langit maupun di bumi adalah milik Allah, namun manusia diberikan 

hak memiliki tanah sebagai kepercayaan Allah. Penjelasan Al-Qur’an 

menunjukkan bahwa Islam mengakui kepemilikan secara swasta atau 

individual. Tanah diperlukan oleh manusia baik sebagai tempat tinggal maupun 

untuk mencari nafkah dengan cara memanfaatkan tanah tersebut. Oleh karena 

itu, Al-Qur’an memberikan hak pemilikan rumah kepada individu. Al-Qur’an 

menyatakan dalam Surat An-Nur (24) : 27 

 ۚ◌ ا يُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوً غَيرَْ بُـيُوتِكُمْ حَتىَّٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أهَْلِهَ َ أَ 

لِكُمْ خَيرٌْ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ   ذَٰ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memasuki 
rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi 
salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, 
agar kau selalu ingat.”17 

                                                           
15 Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, “Nomor Induk Koperasi”, 
http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=3578020010015, diakses pada 22 Maret 2020. 
16 Tri Prastiyono,Wawancara, Kantor Balai Desa Bluru Kidul, 01 Desember 2019 
17 Departemen Agama RI, Al Qur’an Tajwid dan..., 352. 
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Ayat Al-Qur’an tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang hendak 

memasuki rumah milik orang lain, harus meminta izin kepada pemilik rumah 

untuk dibolehkan masuk setelah memberi salam. Petikan ayat tersebut 

merupakan salah satu penerapan akad ija>rah, seseorang yang hendak 

memanfaatkan tanah milik orang lain harus meminta izin terlebih dahulu 

sampai terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.  

Pemanfaatan tanah hak milik yang dikelola oleh sebagian warga Bluru 

menimbulkan masalah dikemudian hari karena tanah yang semula hanya 

berdiri lapak pedagang, menjadi bertambah dengan ada petakan-petakan yang 

dibangun untuk stan pedagang. Jam operasi Pasar Krempyeng pada pukul 

06.00 – 10.00 pagi dimulai dari hari Senin hingga Minggu, lalu adapula 

pedagang yang membuka kembali dagangannya pada malam hari, serta warung 

makan juga tersedia di Pasar Krempyeng Bluru Permai pada malam hari. 

Fasilitas yang didapat oleh pedagang Pasar Krempyeng Bluru Permai yaitu 

lapak tanpa pembatas antara pedagang satu dengan pedagang lainnya, adapula 

stan yang sengaja dibangun untuk pedagang. Biaya yang harus dikeluarkan 

oleh pedagang antara lain uang pendaftaran sebesar Rp 500.000,00, uang 

kebersihan sebesar Rp 5.000,00 / hari, serta uang keamanan dan listrik sebesar 

Rp 15.000,00 / bulan. Uang retribusi dibayarkan langsung kepada pengelola 

pasar krempyeng Bluru Permai Sidoarjo. Alasan sebagian pedagang bertahan 

berjualan di pasar krempyeng lama karena biaya yang dikeluarkan untuk 

menggunakan lapak atau stan sangat murah.18 

                                                           
18 Kasianto,Wawancara, Pasar Krempyeng Bluru Permai, 01 Desember 2019 
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Kepala Desa Bluru Kidul memberi keterangan bahwa tanah tersebut 

memang benar kepemilikan Puskopkar sesuai dengan sertifikat yang ada. Oleh 

sebab itu, Kepala Desa Bluru Kidul telah menyiapkan sebanyak 198 stan 

permanen untuk para pedagang pasar lama ditempat yang baru, namun hanya 

sebagian saja pedagang yang bersedia untuk direlokasikan ke pasar baru. 

Relokasi ada, karena apabila masih berdagang diatas tanah yang bukan milik 

pengelola dapat merugikan para pedagang sendiri. Sebab berdagang ditempat 

yang tidak memperoleh izin dari pihak yang berhak.19 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai dasar yang menjadi pertimbangan pelaksanaan 

praktik tersebut. Adapun pokok masalah yang akan dibahas adalah “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Hak Milik Untuk Disewakan Di 

Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo”. 

 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terdapat beberapa hal 

yang bisa diteliti, antara lain :  

1. Latar belakang berdirinya pasar krempyeng di Bluru Permai Sidoarjo. 

2. Kegunaan tanah hak milik yang digunakan untuk pasar krempyeng. 

3. Praktik sewa-menyewa stan yang ada di pasar krempyeng. 

4. Retribusi yang dibayarkan oleh pedagang terhadap pengelola pasar. 

                                                           
19 Tri Prastyono, Wawancara, Kantor Balai Desa Bluru Kidul, 01 Desember 2019 
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5. Praktik pemanfaatan tanah hak milik untuk disewakan di Pasar 

Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo. 

6. Analisis hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan tanah hak milik untuk 

disewakan di Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo. 

Agar lebih fokus terhadap masalah yang akan diteliti, maka diperlukan 

batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Praktik pemanfaatan tanah hak milik untuk disewakan di Pasar 

Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo.  

2. Analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah hak milik untuk 

disewakan di Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo.  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta batasan 

masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik pemanfaatan tanah hak milik untuk disewakan di pasar 

krempyeng Bluru Permai Sidoarjo ? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan tanah hak 

milik untuk disewakan di pasar krempyeng Bluru Permai Sidoarjo ? 

 

D. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas terhadap bahan-bahan bacaan 

yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji. Kajian pustaka bertujuan 
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untuk menghindari adanya pengulangan, peniruan, maupun plagiat.20 

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menemukan beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Skripsi dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok 

Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 44 Ayat 3 Terhadap Tanah Hijau : Studi 

Kasus Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Bersertifikat Ijo antara Pemkot 

Surabaya dengan Warga Surabaya”, yang ditulis oleh Rizqi Dwi 

Khasanaini menjelaskan tentang perjanjian sewa menyewa tanah hijau 

antara Pemkot Surabaya dengan warga Surabaya. Pada perjanjian yang 

dilakukan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, karena dalam 

perjanjian tersebut berawal dari program “Pemutihan” tanah bagi warga 

Surabaya. Warga Surabaya menganggap program tersebut untuk 

mengangkat status kepemilikan tanah dari kepemilikan secara hukum adat 

menjadi tanah kepemilikan secara hukum formal. Warga baru menyadari 

bahwa program “Pemutihan” oleh Pemkot Surabaya merupakan jebakan. 

Hasil dari penelitian ini memberi kesimpulan bahwa terdapat unsur 

penipuan serta pemerasan dengan membebani warga Surabaya untuk 

membayar uang retribusi atau uang sewa dan berbagai pungutan yang 

sangat memberatkan. Hal tersebut dilarang oleh agama islam, karena 

mengambil pungutan atas sewa tanah yang ditempati warga Surabaya.21 

                                                           
20 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, (Jogjakarta 
: Ar-Ruzz Media, 2014), 162. 
21 Rizqi Dwi Khasanaini, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 
1960 Pasal 44 Ayat 3 Terhadap Tanah Hijau : Studi Kasus Perjanjian Sewa Menyewa Tanah 
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2. Skripsi dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan 

Lahan Pemerintah yang Bukan Haknya : Studi Kasus di Bantaran Babon 

Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”, 

ditulis oleh Fahril Khalimi Adna menjelaskan tentang penggunaan lahan 

untuk pembuatan batu bata di bantaran Sungai Babon merupakan lahan 

yang diawasi oleh Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Jawa Tengah 

dan surat pengizinan turun dari dinas PSDA Jragung Tuntang. Hasil dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut, lahan yang disewa tidak digunakan 

sebagaimana mestinya oleh para penyewa, sehingga banyak lahan yang 

disewakan kembali kepada orang lain tanpa adanya izin dengan harga yang 

relatif lebih mahal. Barang sewaan yang ada ditangan penyewa selama 

akad sewanya tidak batal, penyewa boleh menyewakan barang sewaan 

tersebut kepada orang lain. Jika orang yang menyewakan tersebut ingin 

mengalihkan kepada penyewa yang lain tanpa persetujuan yang pertama, 

padahal masa sewanya belum habis adalah tidak boleh. Pihak yang 

menyewakan tidak menjelaskan bahwa lahan tersebut merupakan lahan 

irigasi yang dikelola oleh Balai Pengolahan Sumber Daya Air Jragung 

Tuntang.22 

3. Skripsi dengan judul, “Legalitas Sewa-Menyewa Kios di Hutan Negara 

Saree Ditinjau Menurut Konsep Ijarah ‘Ala Al-Manfa’ah”, ditulis oleh Zia 

                                                           
Bersertifikat Ijo antara Pemkot Surabaya dengan Warga Surabaya” (Surabaya: Skripsi UIN Sunan 
Ampel Surabaya, 2014).  
22 Fahril Khalimi Adna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah yang 
Bukan Haknya : Studi Kasus di Bantaran Sungai Babon Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan 
Pedurungan Kota Semarang”, (Semarang: Skripsi Walisongo Semarang, 2017). 
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Ika Fitria menjelaskan tentang praktik sewa-menyewa yang terjadi di 

hutan negara Saree. Pemilik kios tidak memberikan informasi mengenai 

kepada aparat bahwasanya pemilik kios akan menyewakan kios yang 

berada di atas tanah negara. Sewa-menyewa kios dilakukan dengan 

perjanjian tertulis. Pembangunan kios di hutan negara Saree tidak 

mendapat izin dari pemerintah. Kios yang telah dibangun kemudian 

disewakan, dalam hukum perdata sewa-menyewa tersebut tidak legal 

karena segala sesuatu yang dilakukan di atas tanah negara harus memiliki 

izin. Praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat gampong 

Suka Damai ini bertentangan dari ketentuan syara’ yang ditetapkan, 

karena transaksi sewa-menyewa tergolong dalam sewa-menyewa yang 

fasid yaitu sewa-menyewa yang tidak terpenuhi salah satu syarat ma’qud 

‘alaih (objek akad) dan juga bertentangan dengan aturan yang telah 

diteteapkan oleh negara.23 

Hasil penelitian skripsi diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan dengan tiga skripsi di 

atas adalah persamaan objek yang diteliti yaitu tanah yang dimanfaatkan oleh 

bukan pemilik tanah, serta ada biaya atau uang retribusi yang harus dikeluarkan 

oleh para pihak pada penelitiian tersebut. Perbedaan antara ketiga skripsi di 

atas dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis adalah pertama, membahas 

tentang program “pemutihan” tanah oleh Pemkot Surabaya dan mengambil 

                                                           
23 Zia Ika Fitria, “Legalitas Sewa-Menyewa Kios di Hutan Negara Saree Ditinjau Menurut Konsep 
Ijarah ‘Ala Al-Manfa’ah”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018). 
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pungutan atas sewa tanah yang ditempati warga Surabaya. Kedua, sewa 

menyewa tanah yang tidak digunakan semestinya oleh penyewa dan pihak 

yang menyewakan tidak menjelaskan bahwa lahan tersebut merupakan lahan 

irigasi yang dikelola oleh Balai Pengolahan Sumber Daya Air Jragung 

Tuntang. Ketiga, praktik sewa-menyewa yang terjadi di hutan negara Saree dan 

tidak mendapatkan izin dari pemerintah. 

Berdasarkan penelusuran tersebut, maka setidaknya dapat diketahui bahwa 

judul yang akan dikaji oleh penulis memiliki pokok permasalahan yang 

berbeda dari segi masalah, serta tempat penelitian yang berbeda. Oleh karena 

itu, penulis meneliti tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan 

Tanah Hak Milik Untuk Disewakan di Pasar Krempyeng Bluru Permai 

Sidoarjo.  

 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai sebagaimana 

berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik pemanfaatan tanah hak milik 

untuk disewakan di Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap praktik 

pemanfaatan tanah hak milik untuk disewakan di Pasar Krempyeng Bluru 

Permai Sidoarjo.  

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian  
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Hasil dari penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap 

Pemanfaatan Tanah Hak Milik Untuk Disewakan Di Pasar Krempyeng Bluru 

Permai Sidoarjo”, diharapkan dapat memberi manfaat untuk hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Secara teoritis, diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan 

serta ilmu pengetahuan terkait ija>rah pada tanah hak milik yang 

dimanfaatkan oleh sekelompok warga untuk melakukan aktivitas 

perdagangan di Bluru Permai Sidoarjo. Sehingga, dapat dijadikan sebagai 

sumber pengetahuan tentang pemanfaatan tanah dalam hukum Islam.  

2. Secara praktis, yaitu bahwa penelitian ini diharapkan dapat berguna 

sebagai acuan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya terutama 

mengenai pemahaman tentang praktik ija>rah pada tanah hak milik yang 

dimanfaatkan oleh sekelompok warga yang bukan merupakan pemilik 

tanah. 

 

G. Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian 

guna menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami bebarapa 

istilah yang ada pada penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Pemanfaatan Tanah Hak Milik Untuk Disewakan Di Pasar 

Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo”, diantaranya :  

1. Hukum Islam adalah segala tuntunan dan aturan yang diberikan oleh Allah 

SWT untuk mengatur tingkah laku manusia. Hukum yang diperintahkan 
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oleh Allah SWT dalam hal akidah dan amaliyah untuk umatNya 

bersumber dari Al-Qur’an, hadis, serta hasil ijtihad para ulama yang 

berkaitan dengan ija>rah. 

2. Pemanfaatan Tanah Hak Milik adalah pemanfaatan tanah hak milik yang 

digunakan oleh sekelompok orang untuk dimanfaatkan menjadi pasar 

krempyeng di Bluru Permai Sidoarjo.  

3. Pasar Krempyeng adalah suatu tempat bertemu penjual dan pembeli yang 

melakukan kegiatan ekonomi yakni transaksi jual beli. Pasar krempyeng 

merupakan istilah yang digunakan masyarakat pada umumnya karena 

kondisi barang-barang yang diperjualbelikan habis dalam satu waktu, 

terdapat tiga macam pedagang di pasar krempyeng Bluru Permai Sidoarjo 

yaitu pedagang yang menggunakan lapak, pedagang yang menggunakan 

stan, dan pedagang warung yang berjualan di malam hari. 

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan kualitatif yaitu memperoleh dan 

memaparkan keadaan serta fenomena yang objek dasarnya ada dilapangan. 

Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas pemahaman terhadap objek 

serta mempermudah analisis yang dipaparkan dalam bentuk 

deskriptif.24Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

                                                           
24 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif..., 181. 
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dengan pola pikir deduktif, yaitu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat 

umum kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus. 

2. Objek Penelitian  

Dalam hal objek penelitian, peneliti mengamati tentang ija>rah pada 

tanah hak milik yang dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk disewakan 

di Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo.  

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Pasar Krempyeng Perumahan Bluru 

Permai yang berada di Kelurahan Bluru Kidul Sidoarjo.  

4. Data yang dikumpulkan 

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Data tentang objek tanah yang dimanfaatkan; 

b. Data tentang pelaku pemanfaatan tanah hak milik; 

c. Data tentang praktik pemanfaatan tanah hak milik yang ada di 

lapangan;  

d. Data tentang berbagai ketentuan terkait pemanfaatan tanah hak milik.  

5. Sumber Data  

Pada tahapan ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian 

adalah sumber primer dan sumber sekunder. 

a. Sumber Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti 

secara langsung dari sumbernya dan berkaitan dengan objek yang 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 
 

 

diteliti. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini 

yang berupa hasil dari wawancara dengan para pihak yang 

bersangkutan yaitu Kepala Desa Bluru Kidul, pedagang di pasar 

krempyeng, serta pengelola pasar krempyeng. 

b. Sumber Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data kedua sebagai pendukung data 

primer. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek 

penelitian yang bersifat publik, terdiri atas; struktur organisasi data 

kearsipan, dokumen, laporan-laporan, serta buku, dan lain sebagainya 

yang berkenaan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang 

dijadikan acuan oleh penulis adalah buku diantaranya sebagai berikut25 

: 

1) Urip Santoso, Hukum Agraria : Kajian Komprehensif; 

2) Sahnan, Hukum Agraria Indonesia; 

3) Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam : Prinsip 

Dasar; 

4) Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah; 

5) Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya 

pada Sektor Keuangan Syariah; 

6) Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam; 

                                                           
25 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta : GRAHA ILMU, 
2010), 79.  
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7) Abdul Basith Junaidy, Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam. 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data 

yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian 

tersebut dapat diamati oleh peneliti. Data yang dihimpun melalui 

pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indera. Dalam hal ini 

peneliti mengamati bagaimana praktik pemanfaatan tanah hak milik 

yang dimanfaatkan oleh sekelompok warga untuk pasar krempyeng di 

Bluru Permai Sidoarjo. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan memperoleh keterangan yang 

bertujuan untuk sebuah penelitian dengan cara tanya jawab antara 

pewawancara dengan responden, serta menggunakan atau tidak 

pedoman wawancara. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data 

dengan cara wawancara kepada pihak yang bersangkutan yaitu Kepala 

Desa, pedagang pasar krempyeng, serta pengelola pasar krempyeng. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data atau 

informasi yang didapatkan dari dokumen tertulis. Sebagian besar data 

yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan 
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lain sebagainya.26 Data yang bersumber dari dokumen, diperoleh dari 

arsip, laporan, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data 

pemanfaatan tanah hak milik di Bluru Permai Sidoarjo.  

7. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data, tahap 

selanjutnya adalah mengolah data yang telah dikumpulkan sehingga 

menghasilkan informasi yang mempunyai makna yang masuk akal dan 

mudah dimengerti. Tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Editing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah selesai 

mengumpulkan data dari lapangan, termasuk memeriksa kembali 

instrumen penelitian (kuesioner survey) yang sudah terisi.27 

b. Organizing adalah mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 

sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh dalam kerangka uraian 

menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi ini, serta mampu 

mengelompokkan data yang diperoleh.28 

c. Analizing merupakan analisis lanjutan terhadap hasil dari editing dan 

organizing data yang diperoleh dari sumber penelitian sehingga 

memungkinkan penggunaan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga 

dapat memperoleh kesimpulan dari kasus yang diteliti.29 

 

                                                           
26 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta : Prenadamedia Group, 
2013), 153. 
27 Abuzar Asra, dkk, Metode Penelitian Survey, (Bogor : IN MEDIA, 2014), 170. 
28 Chalid Narbuko, dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 154. 
29 Ibid., 195. 
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8. Teknik Analisa Data  

Hasil dari pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian 

ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan 

untuk memahami sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.30 

Analisis data kualitatif bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif, 

deskriptif kualitatif menggunakan pola pikir induktif dan deduktif. 

Penggunaan deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang 

dihimpun dari suatu penelitian, kemudian ke arah pembentukan 

kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Maka, strategi ini 

dimulai dari pekerjaan klasifikasi data. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

dapat memasuki kesimpulan ciri-ciri umum yang hendak dicapai.31 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan persoalan-

persoalan tentang kegiatan sewa-menyewa di tanah hak milik untuk pasar 

krempyeng di Bluru Permai Sidoarjo dengan memberikan gambaran 

mengenai subjek dan objek yang diteliti dalam bentuk kalimat, kemudian 

dianalisis menurut hukum Islam.  

Analisis deskriptif selanjutnya dikembangkan dengan pola pikir 

deduktif, yaitu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum kemudian 

ditarik kesimpulan bersifat khusus. Pola pikir ini berpijak pada konsep 

serta teori-teori tentang ija>rah kemudian di verifikasi dengan kenyataan 

                                                           
30 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 6.  
31 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial..., 280. 
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dari hasil penelitian tentang kegiatan sewa menyewa yang dilakukan pada 

tanah hak milik di Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo.  

 

I. Sistematika Pembahasan  

Pada penelitian tentang Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan 

Tanah Hak Milik Untuk Disewakan Di Pasar Krempyeng Bluru Sidoarjo, 

dipaparkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan 

penulisan dan pemahaman yang terdiri dari lima bab. Dalam penulisan skripsi 

ini dibagi dalam beberapa bab, di tiap-tiap bab terbagi lagi menjadi sub bab 

sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika 

pembahasan secara rinci adalah sebagai berikut : 

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar 

belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab Kedua merupakan landasan teori yang memuat tentang konsep 

kepemilikan dan al-ija>rah dalam hukum Islam. Bab ini menjelaskan tentang 

pengertian hak milik, sebab-sebab kepemilikan, macam-macam kepemilikan, 

pengertian ija>rah, dasar hukum ija>rah, rukun dan syarat ija>rah, macam-

macam ija>rah, dan berakhirnya ija>rah.  

Bab Ketiga membahas tentang deskripsi hasil yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian, kemudian menjelaskan praktik pelaksanaan 
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pemanfaatan tanah hak milik di Bluru Permai Sidoarjo, serta adanya uang 

retribusi yang ditentukan oleh pihak yang memanfaatkan. 

Bab Keempat merupakan analisis masalah yang diangkat oleh penulis 

dalam skripsi. Pada bab ini mengemukakan hasil penelitian penulis yaitu 

analisis praktik pemanfaatan tanah hak milik yang digunakan untuk pasar 

krempyeng oleh pedagang di Bluru Permai Sidoarjo, dan analisis hukum Islam 

terhadap praktik pemanfaatan tanah hak milik untuk disewakan di pasar 

krempyeng Bluru Permai Sidoarjo. 

Bab kelima merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dari 

hasil penelitian penulis yang mana menjawab rumusan masalah, serta saran-

saran yang sebaiknya dilakukan oleh pihak pengguna tanah hak milik dan 

pemilik tanah yang akan disampaikan untuk pembaca.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI TENTANG KONSEP KEPEMILIKAN DALAM 

ISLAM DAN IJARAH  

 

A. Kepemilikan Dalam Islam  

1. Pengertian Hak Milik  

Istilah milik berasal dari bahasa Arab yakni milk. Kamus Almunjid 

mengemukakan bahwa kata-kata yang memiliki arti sama dengan milk 

(berakar dari kata kerja ma>laka) yaitu ma>lkam, milkam, ma>lakatan, 

mamlakatan, mamlikatan, dan mamlukatan. Milik secara bahasa diartikan 

memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. 

Menurut istilah, milik didefinisikan “Suatu ikhtisas yang menghalangi 

yang lain, menurut syariat, yang membenarkan pemilik ikhtisas bertindak 

terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang”. 

Kata menghalangi dalam definisi tersebut adalah segala sesuatu yang 

mencegah orang lain yang bukan pemilik barang atau mempergunakan / 

memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari 

pemilik. Sedangkan, maksud dari kata penghalang adalah sesuatu 

ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap harta 

miliknya.1 

Menurut Zuhaily, kepemilikan berarti pemilikan manusia atas suatu 

harta atau kewenangan untuk bertransaksi secara bebas atas harta yang 

                                                           
1 Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajadi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 6. 
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dimiliki. Menurut ulama fikih, kepemilikan merupakan keistimewaan atas 

suatu benda yang menghalangi pihak lain untuk bertindak diatasnya dan 

memungkinkan pemilik benda dapat bertransaksi secara langsung di atas 

benda tersebut selama tidak ada halangan syariah.2 

 

2. Pandangan Islam tentang Kepemilikan  

Kepemilikan dalam pandangan Islam yaitu pemilikan hanya pada 

Allah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur (24) : 33  

ُ مِنْ فَضْلِهِ  َّ دُونَ نِكَاحًا حَتىَّٰ يُـغْنِيـَهُمُ ا تـَغُونَ  ۗ◌ وَلْيَسْتـَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يجَِ وَالَّذِينَ يَـبـْ

َِّ الَّذِي وَآتوُهُ  ۖ◌ ا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرْاً الْكِتَابَ ممَِّ  مْ مِنْ مَالِ ا

كُمْ  َ ن ـْ ۚ◌ آ تـَغُوا عَرَضَ الحْيََاةِ الدُّ  ۚ◌ يَا وَلاَ تُكْرهُِوا فَـتـَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أرََدْنَ تحََصُّنًا لتِـَبـْ

ََّ مِنْ بَـعْدِ إِكْراَهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَنْ يُكْرِ  هْهُنَّ فإَِنَّ ا  

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 
kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka 
dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki 
yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat 
perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan 
pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari 
harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah 
kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan 
pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena 
kamu hendak mecari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa 
yang memkasa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah 
‘Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) 
sesudah mereka dipaksa (itu)’.”3 

                                                           
2 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, 
dan Sosial, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), 57. 
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan dan Terjemah, (Bandung : CV Penerbit 
Diponegoro, 2010), 354. 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak 

(absolut), sedangkan manusia memegang hak relatif. Manusia hanyalah 

sebagai penerima titipan, trustee (pemegang amanah) yang harus 

dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kesimpulan dari pernyataan 

tersebut adalah menurut ekonomi Islam, penguasaan manusia terhadap 

sumber daya, faktor produksi atau aset produksi hanyalah bersifat titipan 

dari Allah. Pemilikan manusia atas harta secara absolut bertentangan 

dengan tauhid, karena kepemilikan sebenarnya hanya ada pada Allah 

SWT.4 

Semua harta merupakan kepunyaan Allah SWT, dan tangan manusia 

adalah tangan untuk jadi khalifah yang mempergunakan dan mengatur 

harta tersebut. Hak manusia menjadi khalifah Allah dalam harta 

disimpulkan dari pengertian hak khalifah secara umum yang 

diperuntukkan bagi manusia, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-

Baqarah (2) : 30 sebagai berikut : 

هَا فْسِدُ فِي ـْهَا مَنْ يُّـ ا أَتجَْعَلُ فِيقاَلُوْٓ  ۗ◌ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً  ئِكَةِ للِْمَلاَ  وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ 

ْٓ  ۗ◌ وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ لَكَ  ۚ◌  ءَ وَيَسْفِكُ الدِّمَآ    تَـعْلَمُونَ عْلَمُ مَا لاَ اَ  قاَلَ إِنيِّ

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, 

‘Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi’, mereka berkata : ‘Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

                                                           
4 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 113. 
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Engkau?’ Tuhan berfirman : ‘Sesungguhnya aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui’.”5 

Serta, dalam QS. Al-Hadi>d (57) : 7 sebagai berikut :  

ِ مِنُـوْ اٰ  ِ ا مِنْكُمْ وَأنَْـفَقُوا لهَمُْ مَنُـوْ اٰ نَ فَالَّذِيْ  ۗ◌ هِ ا ممَِّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيْ وَرَسُولهِِ وَأنَْفِقُوْ  ا 

 أَجْرٌ كَبِيرٌ 

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah 
menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang 
beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari 
hartanya memperoleh pahala yang besar.”6 

Berdasarkan dua ayat tersebut, menurut Al-Assal dan Fathi Ahmad 

Abdul Karim menyatakan bahwa kedudukan seorang manusia sebagai 

khalifah Allah dalam harta pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia 

adalah wakil dan petugas yang bekerja kepada Allah, serta demi kebaikan 

seluruh umat manusia. Kewajiban seorang manusia sebagai khalifah untuk 

merasa terikat dengan perintah ajaran Allah tentang harta. Hal tersebutlah 

yang menjadi landasan syariah dari ikatan wajib atas hak milik. Hak milik 

individu yang dipegang oleh manusia bukanlah pemilik mutlak, namun 

sekedar hak khalifah dari Allah yang terikat dengan perintah dan larangan-

Nya.7 

 

3. Pembagian Harta (Ma>l) Dikaitkan dengan Kepemilikan  

                                                           
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan..., 6.  
6 Ibid., 538. 
7 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah..., 62. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 
 

 

Harta (ma>l) apabila menurut wataknya yaitu menerima untuk 

dimiliki, namun pada kenyataannya dilihat dari segi menerima tidaknya 

kepada kepemilikan terbagi mejadi tiga bagian sebagai berikut :  

a. Harta yang tidak boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki. 

Contoh, tanah dan bangunan yang khusus diperuntukkan bagi 

kepentingan umum, seperti jalan, aset pemerintah, perpustakaan 

umum, dan lain sebagainya. Harta milik umum yang tidak boleh 

dimiliki atau diupayakan untuk dimiliki oleh perseorangan; 

b. Harta yang tidak boleh dimiliki kecuali ada sebab-sebab yang 

dibenarkan oleh syara’. Contoh, tanah wakaf, harta milik bait al-

ma>l. Dalam hal wakaf, sebagian barang tidak boleh dimiliki, kecuali 

apabila pengadilan memandang perlu melepaskan wakaf tersebut atau 

menukarnya. Sedangkan, harta milik bait al-ma>l atau kas negara 

seseorang tidak boleh memiliki sedikit pun harta tersebut, kecuali 

apabila pemerintah memandang bahwa ia perlu diberi, seperti pegawai 

negeri yang menerima gaji dari bait al-ma>l (kas negara); 

c. Harta yang boleh dimiliki serta diupayakan untuk dimiliki selamanya 

adalah selain yang telah disebutkan pada poin a dan b. 

Kepemilikan atas sesuatu meliputi barang dan manfaat secara 

bersama, atau hanya manfaat. Seseorang yang memiliki rumah, tanah, atau 

kendaraan berarti ia memiliki barang dan manfaat. Seseorang yang 

memiliki barang dan manfaat boleh menanami tanahnya, menempati 

rumah, atau menaiki kendaraan yang ia miliki, dan ia boleh menyewakan 
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dan menjual sesuatu yang dimiliki. Sedangkan orang yang menyewa 

sebuah rumah atau tanah, ia hanya memiliki manfaat dari rumah atau tanah 

tersebut dan tidak memiliki barangnya, karena barang tersebut milik orang 

lain.8 

 

4. Pembagian Hak Milik   

Hak milik dalam Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu hak milik 

yang sempurna (Al-Milk At-Ta>m), dan hak milik yang tidak sempurna 

(Al-Milk An-Na>qis). Penjelasan dari kedua pembagian hak milik tersebut, 

antara lain : 

a. Hak Milik yang Sempurna (Al-Milk At-Ta>m) 

Kepemilikan sempurna merupakan kepemilikan atas sesuatu 

secara keseluruhan, zat (benda) maupun manfaat (penggunaannya). 

Pemilik memiliki semua hak-hak yang diakui hukum terhadap sesuatu 

tersebut. Karakteristik terpenting bahwa itu merupakan kepemilikan 

mutlak, permanen yang tidak terbatasi oleh masa tertentu selama 

sesuatu yang dimiliki masih ada, dan tidak bisa digugurkan (yang 

berarti menjadikan sesuatu tersebut tanpa pemilik). Apabila ada 

seseorang mengghasab (menyerobot) suatu barang milik orang lain, 

lalu pemilik mengatakan “Aku menggugurkan kepemilikanku”, maka 

kepemilikan tidak bisa gugur dan barang tetap menjadi milik dari si 

pemilik. Kepemilikan hanya bisa dilakukan dengan memindahkan 

                                                           
8 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Amzah, 2013), 71-72. 
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kepemilikan, karena tidak ada sesuatu tanpa ada pemilik. Pemindahan 

kepemilikan dilakukan dengan cara akad yang memindahkan suatu 

kepemilikan  seperti jual beli, waris, ataupun wasiat.9 

Seseorang yang memiliki kepemilikan secara sempurna terhadap 

sesuatu diberi kewenangan yang utuh untuk kebebasan menggunakan, 

mengembangkan, menginvestasikan, dan melakukan pentasharrufan 

terhadap sesuatu yang dimiliki. Seseorang yang memiliki kepemilikan 

boleh menjual, menghibahkan, mewakafkan, ataupun mewasiatkan, 

sebagaimana pula pemilik boleh meminjamkan dan menyewakan. Hal 

tersebut terjadi, karena pemilik memiliki sesuatu hal itu secara 

keseluruhan yaitu benda dan manfaat. 

b. Hak Milik yang Tidak Sempurna (Al-Milk An-Na>qis) 

Hak milik yang tidak sempurna atau al-milk an-naqish adalah hak 

milik yang dimiliki oleh seseorang tetapi hanya memiliki salah satu 

dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaat atau 

memiliki manfaat tanpa memiliki zatnya. Milik Na>qis adalah 

penguasaan terhadap zat barang (benda) atau yang disebut milik 

raqabah, sedangkan milik na>qis yang berupa penguasaan terhadap 

kegunaan saja disebut dengan milik manfaat atau hak guna pakai yang 

diperoleh dengan cara i’a>rah, wakaf, dan wasiat.10 

                                                           
9 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa adilatuhu 6/Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie 
al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permadi, Cet. 1, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 451. 
10 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 40. 
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Pada uraian diatas dapat diketahui bahwa hak milik na>qis 

terdapat tiga macam, yakni :  

1) Milk al-‘ain atau milk ar-raqabah, merupakan hak milik yang 

dimiliki oleh seseorang atas bendanya saja, sedangkan manfaat 

dari benda tersebut dimiliki oleh orang lain; 

2) Milk al-manfaat asy-syakhshi atau h{aq intifa>, merupakan hak 

milik manfaat atas benda yang dalam pelaksanaan dibatasi 

dengan waktu, tempat, dan sifat pada saat menentukannya. Milk 

al-manfaat asy-syakhshi atau haq intifa disebabkan oleh adanya 

i’a>rah (pinjaman), ija>rah (sewa-menyewa), wakaf, wasiat, 

dan iba>hah; 

3) Milk al-manfaat al-‘aini atau h{aq irtifa>q, merupakan hak 

manfaat yang mengikuti kepada benda, dan bukan orang. Hak 

tersebut merupakan suatu hak yang langgeng, selama benda 

masih ada, walaupun orang sudah berganti, hak tersebut akan 

tetap ada.11 

 

5. Macam – Macam Kepemilikan  

Menurut Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet 

Widjajakusuma, kepemilikan terbagi menjadi tiga bagian, antara lain :  

a. Kepemilikan Individu (private proverty / milkiyah fardhiyah) 

                                                           
11 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 75. 
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Kepemilikan individu merupakan izin dari Allah SWT yang 

memungkinkan manusia untuk memanfaatkan zat maupun kegunaan 

(unity) suatu barang serta memperoleh kompensasi dari barang yang 

diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena 

zatnya dikonsumsi untuk dihabiskan dalam arti lain dibeli dari barang 

tersebut; 

b. Kepemilikan Umum (collective property / milkiyah ‘ammah) 

Kepemilikan umum merupakan izin dari syariat kepada 

masyarakat secara bersama-sama untuk memanfaatkan sumber daya 

alam. Sumber daya alam berupa barang-barang mutlak yang 

diperlukan oleh manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, 

seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas), padang rumput (hasil hutan); 

serta barang yang tidak mungkin untuk dimiliki secara individu, 

seperti sungai, danau, lautan, udara, jalan, masjid, dan sebagainya; dan 

barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti 

emas, perak, minyak. Syariat melarang sumber daya seperti yang telah 

disebutkan untuk dikuasai oleh seseorang ataupun sekelompok kecil 

orang; 

c. Kepemilikan Negara (state property / milkiyah daulah) 

Kepemilikan negara disebut sebagai milik negara karena harta 

tersebut merupakan hak seluruh kaum muslimin yang dalam 

pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Pengelolaan yang 

dilakukan khalifah disebabkan dengan adanya kewenangan yang 
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dimiliki oleh khalifah untuk mengelola harta milik seperti, harta 

ghanimah (rampasan perang), fa’i (harta kaum muslimin yang berasal 

dari kaum kafir yang disebabkan oleh kepanikan dan ketakutan tanpa 

mengerahkan pasukan), khumus (zakat 1/5 bagian yang dikeluarkan 

dari harta temuan atau barang galian), harta yang tidak memiliki ahli 

waris, dan tanah hak milik negara.12 

 

6. Sebab – Sebab Kepemilikan  

Berdasarkan sifatnya suatu harta dapat dimiliki dan bersedia dimiliki 

oleh seorang manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu harta benda. 

Jadi, sebab-sebab harta dapat dimiliki antara lain :  

a. Ikaraj al Mubahat, untuk suatu harta yang bersifat mubah (belum 

dimiliki oleh seseorang). 

Benda – benda mubahat memerlukan dua syarat untuk seseorang 

dapat memilikinya, yaitu :  

1) Orang lain belum meng-ikhraz-kan benda mubahat tersebut; 

2) Adanya niat (maksud) memiliki. Seseorang yang tidak berniat 

memperoleh harta mubahat, hal tersebut tidak termasuk ikhraz.13 

 

 

b. Khalafiyah ada dua macam, anatara lain :  

                                                           
12 Mardani, Hukum Bisnis..., 119-120. 
13 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 38. 
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1) Khalafiyah Syakhsy ‘an Syakhsy, adalah seorang ahli waris 

menempati tempat muwaris dalam memiliki tirkah. Tirkah 

merupaka harta yang ditinggalkan oleh muwaris; 

2) Khalafiyah Syai’an Syai’in, atau disebut juga dengan tadlmin atau 

ta’widl yang memiliki arti menjamin kerugian. Contoh, apabila 

seseorang merugikan milik orang lain atau orang tersebut 

menyerobot barang milik orang lain kemudian barang itu rusak 

atau hilang di tangan orang tersebut. Maka, orang tersebut wajib 

membayar harga barang tersebut dan mengganti kerugian pemilik 

harta.  

c. Tawallud min Mamluk, yaitu pemilik harta memiliki hak penuh atas 

apa yang terjadi pada benda yang dimiliki.  

Terdapat dua pandangan (i’tibar) tentang sebab kepemilikan 

Tawallud min Mamluk, yaitu : 

1) I’tibar wujud al ikhtiyar wa ‘adamihi fiha, yaitu mengingat ada 

dan tidak adanya ikhtiar terhadap hasil yang dimiliki; 

2) I’tibar atsariha, yaitu pandangan terhadap bekasnya. 

d. Menurut pendapat Hanafiah bahwa seseorang yang memanfaatkan 

sebidang tanah yang tidak ada pemiliknya, maka orang tersebut 

berhak memiliki tanah itu.14 

 

B. Sewa Menyewa (Ija>rah) 

                                                           
14 Ibid., 39-40. 
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1. Pengertian Ija>rah 

Pengertian Ija>rah secara etimologi berasal dari kata al-Ajru yang 

memiliki arti al-‘Iwadh atau penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu 

dalam konteks pahala disebut juga al-Ajru atau upah.15 Sedangkan 

menurut terminologi syara’, ija>rah memiliki arti  َفَعَة  menjual) بَـيْعُ الْمَنـْ

manfaat). Definisi ija>rah menurut pendapat beberapa ulama fiqh, adalah 

sebagai berikut :  

a. Ulama Hanafiyah : 

فَعَةِ بعِِوَضٍ هُوَ مَالالإَِْ  جَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنـْ  

Artinya : “Ija>rah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa 
harta.” 

b. Ulama Malikiyah :  

شِيالإَِجَارَةُ ... عَقْ  َ ةً مَعْلُوْمَةً بِعِوَضٍ غَيرِْ  ءٍ دٌ يفُِيْدُ تمَلِْيْكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّ

فَعَةِ   عَنِ الْمَنـْ

Artinya : “Ija>rah ... adalah suatu akad yang memberikan hak milik 
atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu 
dengan imbalan yang hukan berasal dari manfaat.”16 

 

 

 

c. Ulama Syafi’iyah :  

                                                           
15 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010), 277. 
16 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 316. 
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فَعَةٍ  حَةِ مَعْلُوْمَةٍ قاَبلَِةٍ للِْبَذْلِ وَ مَقْصُوْدَةٍ وَحَدُّ عَقْدِ اْلإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنـْ َ اْلإِ

 بعِِوَضٍ مَعْلُوْمٍ 

Artinya : “Definisi akad ija>rah adalah suatu akad atas manfaat yang 
dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan 
dengan imbalan tertentu.” 

d. Ulama Hanabilah : 

عَقِدُ بلَِفْظِ اْلإِجَارَةِ وَالْكَراَءِ وَمَا فيِْ مَعْنَا همُاَوَهِيَ عَقْدٌ عَلَ  ى الْمَنَافِعِ تَـنـْ  

Artinya : “Ija>rah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah 
dengan lafal  dan kara’ dan semacamnya.”17 

Menurut Dr. Muhammad Syafi’i Antonio, pengertian ija>rah adalah 

suatu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

atas barang tersebut.18 

Definisi ija>rah yang telah dikemukakan oleh para ulama dan 

pendapat yang lain, pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip dalam 

mengartikan ija>rah. Beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat 

ditarik kesimpulan mengenai pengertian ija>rah, yaitu suatu jenis 

perikatan atau perjanjian yang memiliki tujuan mengambil manfaat suatu 

benda yang diterima dari orang lain dengan membayar upah sesuai 

perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak.19 

 

2. Dasar Hukum Ija>rah 

                                                           
17 Ibid., 317. 
18 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2012), 247. 
19 Saiful Jazil, Fiqih Muamalah, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 128. 
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Para fuqaha telah sepakat bahwa ija>rah merupakan akad yang 

diperbolehkan oleh syara’, namun beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-

Asham, Isma’il bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, 

dan Ibnu Kisan tidak sepakat dengan hal diperbolehkannya ija>rah. 

Mereka tidak memperbolehkan ija>rah, karena ija>rah merupakan jual 

beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukan akad, tidak bisa 

diserahterimakan. Segala sesuatu yang tidak ada pada saat akad 

berlangsung tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat tersebut disanggah 

oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada saat akad belum ada 

tetapi ada ghalibnya (manfaat) akan terwujud, hal tersebutlah yang 

menjadi perhatian serta pertimbangan syara’.20 

a. Dasar hukum ija>rah dalam Al-Qur’an : 

QS. Al-Baqarah (2) : 233 

وَعَلَى  ۗ◌ هُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ لِمَنْ أرَاَدَأنَْـيُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَ تُ وَالْوَالِدٰ 

اْمَعْرُوفِ  ِ نَُّ  رَّ وَالِدَةٌ  تُضَآ لاَ تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ  ۗ◌ الْمَوْلُودِلَهُ رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوَُ

هُمَا  فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالاً بِوَلَدِهَاوَلاَمَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  عَنْ تَـراَضٍ مِنـْ

إِذَا عَلَيْكُمْ   جُنَاحَ ا أَوْلاَدكَُمْ فَلاَ وَإِنْ أرََدْتمُْ أنَْ تَسْترَْضِعُوْٓ  ۗ◌ وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا 

لْمَعْرُوفِ اٰ  آ سَلَّمْتُمْ مَّ  ِ تُمْ  َ وَاعْلَمُوْٓ  ۗ◌ تَـيـْ َّ َّٰ وَاتَّـقُوا ا ا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ بمَِ  ا أَنَّ ا  

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. 
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian 
mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani 
lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 

                                                           
20 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 318. 
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menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah 
(menderita) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban 
seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan 
persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka 
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin 
menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada 
dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang 
patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”21 

QS. At-Talaq (65) : 6  

تُمْ مِنْ وُجْدِ كُمْ وَلاَ تُضَآ  وَإِنْ   ۗ◌  عَلَيْهِنَّ  اهُنَّ لتُِضَيِقُوْ  رُّوْ اَسْكِنـُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنـْ

هُنَّ   لَكُمْ فَـئَاتُـوْ فإَِنْ أرَْضَعْنَ  ۚ◌  حمَْلَهُنَّ   يَضَعْنَ هِنَّ حَتىّٰ ولاَتِ حمَْلٍ فأَنَْفِقُوا عَلَيْ كُنَّ اُ 

نَكُمْ بمِعَْرُوفٍ وَأْتمَِرُوْ  ۚ◌  هُنَّ جُورَ اُ  ۗ◌  ىخْرٰ أُ  وَإِنْ تَـعَاسَرْ تمُْ فَسَترُْ ضِعُ لَهُٓ  ۚ◌  ا بَـيـْ  

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 
Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang 
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai 
mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalan di 
antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu 
menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya.”22 

QS. Al-Qashash (28) : 26  

مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأْمَِينُ إِنَّ خَيرَْ  ۖ◌ بَتِ اسْتَأْجِرْهُ َٰٓ  ىهُمَاحْدٰ اِ تْ قاَلَ   

Artinya : “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 
‘Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), 
sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil 
sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat 
dipercaya’.”23 

b. Dasar hukum ija>rah dalam Hadis : 

                                                           
21 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan..., 37. 
22 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan.., 559. 
23 Ibid., 388. 
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Para ulama fiqh juga mengemukakan alasan dari beberapa sabda 

Rasulullah, diantaranya adalah sabda Beliau yang mengatakan : 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أعَْطوُا وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ :  َّ َِّ صَلَّى ا لْلأَجِيرَ أَجْرَهُ اقاَلَ رَسُولُ ا

 قَـبْلَ أَنْ يجَِفَّ عَرَقهُُ (رَوَاهُ ابْنُ مَا جَهْ)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar , ia berkata bahwa Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda, “Berilah 
upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering.” 
(HR. Ibnu Majah)”24 

ُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِِّ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ رَضِيَ ا َّ ُ نبَِيًا  «الَ :صَلَّى ا َّ مَابَـعَثَ ا

فَـقَالَ أَصْحَابهُُ : وَأنَْتَ؟ فَـقَالَ : نَـعَمْ كُنْتُ أرَْ عَاهَا عَلَى قَـراَ ريِطَ  »إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ 

) ٢٢٦٢هْلِ مَكَّةَ. (بخارى  لأَ   

Artinya : “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu dari Nabi 
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, ‘Tidaklah 
Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia 
mengembalakan kambing’. Para sahabat bertanya, 
‘Termasuk engkau juga ?’. Beliau menjawab, ‘Ya, 
Akupun mengembalakannya dengan upah beberapa qirath 
(keping dinar) milik penduduk Makkah’. (HR. Bukhari, 
2262)”25 

ُ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ  َّ ُ عَلَيْ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا َّ َِّ صَلَّى ا هِ وَسَلَّمَ :رَسُولُ ا  

                                                           
24 Imam Ibnu Hajar Asqalani, Shahih – Dha’if Bulu>ghul Mara>m Memahami Hukum dengan 
Dalil-Dalil Shahih (Terjemahan Merujuk Kitab Syarah Hadits Dilengkapi Mukadimah Ilmu 
Hadits); Penerjemah, Muhammad Hanbal Shafwan, (Solo : Al Qowam, 2013), 483. 
25 Imam Zainuddin Ahmad Az-Zabidi, Tajridush Sharih Ringkasan Sharih Bukhari 1 
(Diterjemahkan dari At-Tajrid ash-Sharih li Ahadits al-Jami’ ash-Shahih); Penerjemah, Tim 
Pabkim Nasyrul Ulum, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013), 790. 
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عَ قَ  «  َ َ خَصْمُهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أعَْطَى بيِ ثمَُّ غَدَرَ, وَرَجُلٌ  ُ ثَلاَثةٌَ أَ ّ الَ ا

 »حُرا, فأََكَلَ ثمَنََهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً, فاَ سْتـَوْفىَ مِنْهُ, وَلمَْ يُـعْطِهِ أَجْرَهُ 

 (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia berkata : 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : Allah 
berfirman : ‘Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya 
pada Hari Kiamat yaitu : Orang yang berjanji dengan 
menyebut nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang 
menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, 
dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja dan 
pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak 
memberikan upahnya’. (HR. Muslim)”26 

c. Ijma>’ 

Al-Qur’an dan hadis yang telah disebutkan merupakan dasar 

hukum dari ija>rah, selain Al-Qur’an dan hadis tersebut ijara<h 

diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma>’. Ija>rah 

juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. Ija>rah diqiyaskan dengan jual 

beli, keduanya sama memiliki unsur jual beli. Perbedaan diantara 

keduanya, dalam ija>rah yang menjadi objek jual beli adalah manfaat 

barang.27 

Para ulama ijma>’ tentang kebolehan terhadap akad ija>rah, 

karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang 

atau tenaga orang lain. manfaat dalam ija>rah mempunyai arti yang 

cukup luas meliputi imbalan manfaat atas manfaat suatu benda atau 

                                                           
26 Imam Ibnu Hajar Asqalani, Shahih – Dha’if Bulu>ghul Mara>m Memahami Hukum dengan 
Dalil-Dalil..., 482. 
27 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 105. 
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upah terhadap suatu pekerjaan. Ija>rah merupakan transaksi terhadap 

manfaat suatu barang dengan suatu imbalan yang disebut sewa-

menyewa. Ija>rah mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan 

tertentu, yaitu dengan adanya kompensasi atau imbalan yang disebut 

dengan upah-mengupah.28 

 

3. Rukun dan Syarat Ija>rah 

Akad ija>rah dianggap sah ketika pelaksanaannya telah memenuhi 

rukun dan syarat sah. Menurut Hanafiah, rukun dari ija>rah hanya satu 

yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan penyataan yang terjadi 

antara orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan ialah 

lafal ija>rah ( ٌإِجَارَة), isti’ja>r ( َاِسْتِئْجَار), iktira>’ ( ٌإِكْترَِ اء), dan ikra>’ 

 (Sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga, diantaranya 1 29.(إِكْراَءٌ )

A>qidain yang terdiri dari mu’jir (orang yang menyewakan), dan musta’jir 

(orang yang menyewa); 2) Ma’qu>d ‘Alaih yang terdiri dari ujrah dan 

manfaat; 3) Shi>ghat yang terdiri dari ijab dan kabul.30 

Syarat ija>rah terdiri dari empat jenis persyaratan, antara lain : a. 

Syarat terjadinya akad (syarat in’iqad); b. Syarat nafadh (berlangsungnya 

                                                           
28 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Bandung : PT 
Refika Aditama, 2017), 204. 
29 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 320. 
30 Panji Adam, Fiqh Muamalah Maliyah..., 205. 
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akad); c. Syarat sahnya akad; dan d. Syarat mengikatnya akad (syarat 

luzum). 

a. Syarat Terjadinya Akad (Syarat In’iqad) 

Syarat terjadinya akad atau yang disebut dengan syarat in’iqad 

berkaitan dengan ‘a>qid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan 

dengan ‘a>qid adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan 

baligh menurut Syafi’iyah dan Hanabilah. Berdasarkan dengan syarat 

tersebut artinya akad ija>rah tidak sah apabila si pelaku (mu’jir dan 

musta’jir) sedang gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, 

tamyiz adalah syarat dari sewa menyewa dan jual beli, sedangkan 

baligh adalah syarat untuk kelangsungan akad (nafadh). Hal tersebut 

menjadi dasar apabila seorang anak yang mumayyiz menyewakan 

dirinya sebagai seorang pekerja) atau barang yang ia miliki, maka 

hukum akadnya sah tetapi untuk kelangsungan akad menunggu izin 

dari wali. 

b. Syarat Kelangsungan Akad (Nafadh) 

Syarat kelangsungan (nafadh) akad ija>rah disyaratkan 

terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Berdasarkan syarat 

ini apabila si pelaku (‘a>qid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau 

kekuasaan (wilayah) atas suatu hal, seperti akad yang telah dilakukan 

oleh fudhuli, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan. Menurut 

Hanafiah dan Malikiyah statusnya adalah mauqu>f (ditangguhkan) 

menunggu persetujuan dari pemilik barang. Namun, menurut 
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Syafi’iyah dan Hanabilah hukum dari akad ija>rah tersebut batal 

seperti halnya yang terjadi pada jual beli.31 

c. Syarat Sah Ija>rah  

Pada syarat sah ija>rah harus terpenuhi beberapa syarat yang 

berkaitan dengan ‘a>qid (pelaku), ma’qud ‘alaih (objek), sewa atau 

upah (ujrah), dan akad itu sendiri. Syarat tersebut antara lain :  

1) Dua orang yang berakad (mu’jir dan musta’jir), disyaratkan : 

Mu’jir dan musta’jir harus berakal dan mumayyiz, dalam hal 

ini tidak disyaratkan baligh yang berarti para pihak melakukan 

akad ija>rah harus sudah cakap bertindak hukum sehingga 

semua perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. 

Akad ija>rah dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak yang 

disebut ‘an’tara>din, tidak dibenarkan melakukan upah-

mengupah atau sewa-menyewa dengan paksaan diantara salah 

satu pihak.32 

Dasar dari penjelasan diatas adalah firman Allah dalam QS. 

An-Nisa>’ (4) : 29 : 

َْ كُلُوْٓ  مَنُوااٰ  يُّـهَا الَّذِيْنَ  َٰٓ  لْبَاطِلِ اِلآَّ لاَ ِ نَكُمْ  تجَِا رَةً نْ تَكُوْنَ اَ  ا امَْوَا لَكُمْ بَـيـْ

نْكُمْ  َّٰ  ۗ◌  ا أنَْـفُسَكُمْ وَلاَتَـقْتُـلُوْٓ  ۗ◌  عَنْترَاَضٍ مِّ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا  إِنَّ ا  

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 
berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

                                                           
31 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 321-322. 
32 Panji Adam, Fiqh Muamalah Maliyah..., 205. 
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Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Seungguh, 
Allah Maha Penyayang kepadamu.”33 

2) Sesuatu yang diakadkan (ma’qu>d ‘alaih), disyaratkan : 

a) Objek yang disewakan harus dapat diserahterimakan, baik 

dari segi manfaat ataupun barang sehingga tidak boleh 

menyewakan sesuatu hal yang tidak dapat diserahterimakan. 

Ketentuan tersebut sama dengan jual beli yang melarang 

memperjual-belikan barang yang tidak dapat 

diserahterimakan;  

b) Manfaat dari objek yang hendak di-ija>rah-kan harus 

sesuatu yang diperbolehkan dalam agama (mutaqawwimah). 

Oleh sebab itulah, para fuqaha sepakat menyatakan tidak 

boleh melakukan ija>rah terhadap perbuatan maksiat. 

Contoh, menyewakan rumah untuk prostitusi dan sebagainya 

yang mengarah pada perbuatan maksiat kepada Allah SWT; 

c) Manfaat dari objek yang dilakukan ija>rah harus diketahui 

sebelumnya sehingga perselisihan dapat dihindari; 

d) Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi 

secara hakiki, tidak diperbolehkan menyewakan seseuatu 

yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki. Contoh, menyewa 

orang bisu untuk berbicara;34 

                                                           
33 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan..., 83. 
34 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 324. 
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e) Terdapat kejelasan terkait ukuran dan batas waktu ija>rah 

agar terhindar dari perselisihan; 

f) Perbuatan yang diupahkan bukan merupakan perbuatan 

fardhu atau diwajibkan kepada musta’jir (penyewa), seperti 

shalat, puasa, haji, imam shalat, dan lain sebagainya; 

g) Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat 

disewakan, seperti halnya menyewa toko, dan lain 

sebagainya.  

3) Upah (ujrah), disyaratkan : 

a) Upah berupa benda yang diketahui (ma>l mutaqawwin). 

Syarat ma>l mutaqawwin yang diperlukan dalam ija>rah 

merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang 

dalam kegiatan jual beli; 

b) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang 

sesuai adat kebiasaan setempat; 

c) Upah tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan, seperti 

sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah 

dengan sebidang sawah. Syarat seperti itu sama dengan riba; 

d) S{i>ghat, disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya 

majelis akad, seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual 

beli. Akad ija>rah tidak sah, apabila antara ijab dan kabul 
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tidak berkesesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek 

akad atau batas waktu.35 

d. Syarat Mengikatnya Akad Ija>rah (Syarat Luzum) 

Ada dua syarat agar akad ija>rah itu mengikat, antara lain : 

1) Benda yang hendak disewakan terhindar dari cacat (aib), yang 

dapat menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang 

disewa. Apabila hal tersebut terjadi yaitu terdapat cacat pada 

benda yang disewa, maka orang yang menyewa (musta’jir) 

diperkenankan untuk memilih antara meneruskan ija>rah dengan 

pengurangan uang sewa, atau melakukan pembatalan; 

2) Tidak adanya uzur (alasan) yang dapat membatalkan akad 

ija>rah. Contoh, uzur pada seseorang yang melakukan akad 

ija>rah atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terjadi uzur 

baik terjadi pada pelaku ataupun ma’qu>d ‘alaih, maka pelaku 

memiliki hak untuk membatalkan akad.36 

 

4. Macam – Macam Ija>rah 

Ija>rah terbagi menjadi dua macam, dilihat dari segi objek. Macam-

macam ija>rah tersebut, antara lain : 

a. Ija>rah bil ‘ama>l, merupakan sewa-menyewa yang bersifat 

pekerjaan atau jasa. Ija>rah yang bersifat pekerjaan atau jasa adalah 

                                                           
35 Panji Adam, Fiqh Muamalah Maliyah..., 206. 
36  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 327. 
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dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Para ulama fiqh menjelaskan ija>rah jenis ini hukumnya 

diperbolehkan apabila jenis pekerjaan jelas. Seperti buruh bangunan, 

tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, dan lain sebagainya. Macam 

ija>rah bil ‘ama>l terbagi lagi menjadi dua, yaitu :  

1) Ija>rah yang bersifat pribadi, contoh gaji seorang pembantu 

rumah tangga; 

2) Ija>rah yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok 

orang yang menjual jasanya untuk kepentinan orang banyak. 

Contoh, tukang sepatu, buruh pabrik, tukang jahit, dan lain 

sebagainya.  

b. Ija>rah bil manfaat, merupakan sewa-menyewa yang bersifat 

manfaat. Contoh ija>rah yang bersifat manfaat sebagai berikut :  

1) Sewa-menyewa rumah; 

2) Sewa-menyewa toko; 

3) Sewa-menyewa kendaraan; 

4) Sewa-menyewa pakaian; dan lain sebagainya.  

Apabila manfaat penyewaan suatu barang merupakan manfaat 

yang diperbolehkan oleh syara’ untuk digunakan, para ulama fiqh 

sepakat menyatakan boleh dijadikan objek untuk sewa-menyewa.37 

                                                           
37 Muhammad Yazid, dan Aji Prasetyo, Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik Keuangan Syariah), 
(Surabaya : Imtiyaz, 2019), 63-64. 
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Selain itu, ija>rah dibagi menjadi 3 macam menurut ketentuan fikih 

muamalah. Antara lain sebagai berikut : 

 

a. Sewa-Menyewa Tanah  

Islam memperbolehkan persewaan tanah dengan prinsip 

kemaslahatan dan tidak merugikan berbagai pihak, yang artinya kedua 

belah pihak sama-sama diuntungkan dengan adanya persewaan 

tersebut.  

Pada suatu perjanjian persewaan tanah hendaklah menyebutkan 

dengan jelas tujuan persewaan tanah tersebut. Apakah untuk 

pertanian, mendirikan tempat tinggal, atau mendirikan bangunan lain 

yang dikehendaki oleh penyewa. Apabila tidak terdapat kejelasan 

terhadap penggunaan tanah dalam suatu perjanjian akan menimbulkan 

persengketaan antara kedua belah pihak. Syarat ija>rah harus 

terpenuhi, jika salah satu tidak terpenuhi maka sewa-menyewa 

dianggap rusak. Hal tersebut dikarenakan kegunaan tanah yang 

beragam.38 

b. Sewa-Menyewa Binatang  

Binatang adalah salah satu yang dapat digunakan menjadi objek 

sewa-menyewa, sama halnya dengan persewaan tanah yang harus 

dijelaskan tujuannya, pada hewan juga harus disebutkan dengan jelas 

                                                           
38 Ibid., 65.  
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jangka waktu penyewaan, kegunaan atau tujuan, apakah digunakan 

untuk alat pengangkutan ataupun keperluan yang lain.39 

Persewaan hewan tidak luput dari resiko, antara lain terjadi 

kecelakaan ataupun hewan sewaan mati. Apabila hewan sewaan sejak 

awal mempunyai cacat kemudian mati, ketika dalam tanggungan 

penyewa maka persewaan dikatakan batal. Namun, apabila binatang 

tidak cacat kemudian terjadi kecelakaan dan mati saat berada dalam 

tanggungan penyewa, maka itu tidak batal dan penyewa wajib 

mengganti.  

c. Sewa-Menyewa Toko dan Rumah  

Toko merupakan tempat seseorang melakukan usaha dengan cara 

berdagang. Islam memberikan kemudahan dengan memperbolehkan 

persewaan toko atau rumah untuk dijadikan tempat usaha ataupun 

untuk ditinggali. Menurut ulama Hanafiyah, penyewa memiliki 

kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki namun 

harus sesuai dengan batas yang wajar. Apabila terjadi kerusakan pada 

bangunan yang disewa pada rumah atau toko, maka penyewa wajib 

mengganti.40 

 

5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ija>rah 

                                                           
39 Ibid., 66.  
40 Ibid., 66.  
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Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai sifat akad ija>rah, 

apakah bersifat mengikat atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa 

ija>rah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila 

terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Seperti, salah satu pihak 

wafat, atau kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum.  

Jumhur Ulama mengatakan bahwa akad ija>rah bersifat mengikat 

kecuali ada cacat atau barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan. 

Perbedaan pendapat ini dapat dilihat dalam kasus apabila salah satu pihak 

meninggal dunia. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila salah seorang 

meninggal dunia maka akad ija>rah batal dikarenakan manfaat tidak 

boleh untuk diwariskan. Jumhur Ulama mengemukakan, bahwa manfaat 

boleh untuk diwariskan karena termasuk harta (al-Ma>l). Maka dari itu, 

apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia tidak membatalkan 

akad ija>rah.41 

Menurut Sayyid Sabiq akad ija>rah akan menjadi batal dan berakhir 

apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : 

a. Terjadinya aib pada barang sewaan, yaitu pada barang yang menjadi 

objek perjanjian sewa-menyewa ada kerusakan ketika sedang berada 

di tangan penyewa; 

b. Rusaknya barang yang disewakan, hal ini terjadi apabila objek 

perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah 

sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan perjanjian; 

                                                           
41 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat..., 283. 
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c. Rusaknya barang yang diupahkan, yaitu barang yang menjadi sebab 

terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan. Rusak 

atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian, 

maka akad tidak terpenuhi lagi; 

d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, yaitu manfaat dari 

sesuatu yang telah diakadkan sesuai dengan masa yang telah 

ditentukan dan selesainya pekerjaan; dan  

e. Menurut Hanafi adanya uzur, yaitu salah satu pihak yang berakad 

boleh membatalkan akad ija>rah jika terjadi kejadian diluar dugaan. 

Seperti terbakarnya gedung, barang dagangan yang dicuri, kehabisan 

modal, dan lain sebagainya.42  

                                                           
42 Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajadi, Hukum Ekonomi..., 160. 
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BAB III 

PRAKTIK PEMANFAATAN TANAH MILIK UNTUK DISEWAKAN DI 

PASAR KREMPYENG BLURU PERMAI SIDOARJO 

 

A. Gambaran Umum Bluru Permai  

Penulis akan memaparkan profil Desa Bluru Kidul yang berada di 

sepanjang Jl. Desa Balai Desa No. 1 Dusun Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, 

Kabupaten Sidoarjo dengan kode pos 61233. Desa Bluru Kidul Sidoarjo 

merupakan salah satu desa di Sidoarjo yang terletak kurang lebih 1,5 KM dari 

Ibu Kota Kabupaten. 

Desa Bluru Kidul secara geografis, memiliki ketinggian 3m dari 

permukaan laut, curah hujan rendah, keadaan topografi (dataran rendah).1 Desa 

Bluru Kidul dilalui oleh dua aliran sungai yaitu sungai Karanggayam dan 

sungai Bluru. Sungai Karanggayam merupakan sungai perbatasan antara 

Perumahan Bluru Permai dengan Perumahan Bumi Citra Fajar. Sedangkan 

sungai Bluru merupakan sungai yang menjadi salah satu tempat kegiatan 

penduduk Desa Bluru Kidul yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. 

Berikut merupakan gambaran umum Desa Bluru Kidul : 

1. Luas dan Batas Wilayah  

Desa Bluru Kidul Sidoarjo memiliki luas 260.817 Ha, dengan batas 

wilayah sebagai berikut :  

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kemiri; 

                                                           
1 Buku Profil Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo 2018 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53 
 

 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rangkah Kidul dan 

Kelurahan Pucang Anom; 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sidoklumpuk dan 

Kelurahan Pucang; 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Rangkah Kidul.2 

2. Demografi  

Mayoritas penduduk Desa Bluru Kidul bermata pencaharian sebagai 

karyawan swasta. Jumlah penduduk Desa Bluru Kidul tercatat sebanyak 

19.408, dengan total kepala keluarga 7564. Berikut merupakan tabulasi 

penduduk Desa Bluru Kidul :  

Tabel 3.1 

Jumlah Kepala Keluarga 

Desa Bluru Kidul Sidoarjo 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki – Laki 9395 

2. Perempuan 10013 

3. Kepala Keluarga 7564 

Sumber : Monografi Desa Bluru Kidul 

Penduduk asli Desa Bluru Kidul sebagian besar bertempat tinggal di 

sepanjang sungai Bluru, sedangkan masyarakat atau warga yang bertempat 

tinggal di Perumahan Bluru Permai merupakan masyarakat pendatang asal 

Surabaya, Kalimantan, Tuban, Bali, dan lain sebagainya.  

                                                           
2 Buku Profil Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo 2018 
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3. Kondisi Tingkat Pendidikan  

Pendidikan merupakan aspek yang penting dan utama bagi 

perkembangan desa pada umumnya. Kondisi tingkat pendidikan di Desa 

Bluru Kidul tergolong pada masyarakat yang sangat menyadari betapa 

pentingnya pendidikan. Tingkat kesadaran orang tua untuk memberikan 

pendidikan yang layak kepada anaknya. Kesimpulan tersebut dapat dilihat 

dari data yang diperoleh penulis terkait kondisi tingkat pendidikan di Desa 

Bluru Kidul, seabagi berikut :  

Tabel 3.2 

Tingkat Pendidikan Penduduk 

Desa Bluru Kidul Sidoarjo 

No. Jenis Lulusan Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Orang 

 Lulusan Pendidikan Umum   

1.  Taman Kanak-

Kanak  

2.632 

2.  Sekolah Dasar  2.448 

3.  SMP / SLTP 3.902 

4.  SMU / SLTA 7.369 

5.  Akademi (D1, D2, 

D3) 

1.502 

6.  Sarjana (S1, S2, S3) 1.202 

 Lulusan Pendidikan Khusus   

1.  Pondok Pesantren  337 

2.  Madrasah  431 
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3.  Pendidikan 

Keagamaan 

27 

4.  Sekolah Luar Biasa 6 

5.  Kursus / 

Ketrampilan 

16 

Sumber : Monografi Desa Bluru Kidul 

4. Mata Pencaharian  

Masyarakat Desa Bluru Kidul sebagian besar bermata pencaharian 

sebagai karyawan swasta, selain itu bekerja menjadi pedagang, pegawai 

negeri sipil, nelayan, pertukangan, ABRI, dan lain sebagainya. Berikut 

merupakan rincian mata pencaharian penduduk berdasarkan data 

monografi Desa Bluru Kidul :  

Tabel 3.3 

Mata Pencaharian Penduduk 

Desa Bluru Kidul Sidoarjo 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah Orang 

1. Karyawan Swasta 5.336 

2.  Wiraswasta / Pedagang 1.879 

3. Pegawai Negeri Sipil 1.466 

4. Nelayan  473 

5.  Pertukangan  372 

6.  ABRI 305 

7.  Pensiunan  244 

8. Jasa  242 
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9. Buruh Tani  83 

10. Pemulung 23 

11. Tani 20 

Sumber : Monografi Desa Bluru Kidul 

5. Keadaan Agama  

Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat. Desa Bluru Kidul 

adalah agama Islam terlihat dari data terkait tempat ibadah umat muslim 

di Desa Bluru Kidul. Desa Bluru Kidul memiliki sebanyak 6 masjid dan 

30 musholla. Selain agama Islam, masyarakat Desa Bluru Kidul juga 

menganut agama kristen, katolik, hindu, dan budha. Berikut merupakan 

data jumlah penduduk menurut agama di Desa Bluru Kidul : 

Tabel 3.4 

Jumlah Pemeluk Agama 

Desa Bluru Kidul Sidoarjo 

No. Agama Jumlah Orang 

1. Islam 17.635 

2. Kristen 910 

3. Katolik  780 

4. Hindu 52 

5. Budha 31 

Sumber : Monografi Desa Bluru Kidul 

 

 

B. Gambaran Umum Pasar Krempyeng di Bluru Permai 
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Pasar krempyeng merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan 

pembeli untuk melakukan kegiatan ekonomi yaitu transaksi jual beli. 

Masyarakat Desa Bluru Kidul biasa menyebut pasar ini pasar krempyeng 

Bluru, karena kondisi barang-barang yang diperjualbelikan habis dalam satu 

waktu. Pasar krempyeng ini berada di pintu masuk Perumahan Bluru Permai, 

pasar beroperasi mulai dari pagi sekitar pukul 06.00 – 10.00 WIB di hari Senin 

hingga Minggu.  

 

Gambar 3.1 Keadaan Pasar Krempyeng Bluru Permai 

Pasar krempyeng yang terdapat di pintu masuk Perumahan Bluru Permai 

bukan merupakan satu-satunya pasar yang terletak di Desa Bluru Kidul, pasar 

tersebut disebut masyarakat sekitar dengan sebutan pasar lama. Sedangkan, 

pasar lain yang disebut masyarakat sebagai pasar baru terletak di Jalan Balai 

Desa persis di samping Kantor Balai Desa Bluru Kidul. Letak dari pasar 

krempyeng yang cukup strategis memungkinkan para pembeli tidak hanya 

berasal dari masyarakat Desa Bluru Kidul saja, masyarakat dari Desa Kemiri, 

Rangkah Kidul, Perumahan Permata Gading, ataupun Perumahan Pondok 

Buana.  
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Awal mula Pasar Krempyeng di Bluru Permai berdiri merupakan bentuk 

keprihatinan Kepala Desa terpilih saat itu, yaitu Alm. H. Choirul Anam pada 

sekitar tahun 1999. Kepala Desa H. Choirul Anam prihatin melihat kondisi 

masyarakat Desa Bluru Kidul pada saat itu banyak pengangguran. Hal tersebut 

memicu Kepala Desa berinisiatif meminta izin kepada Puskopkar selaku 

pemilik tanah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai lahan 

berdagang. Pada awal berdiri, pedagang selalu membersihkan perlengkapan 

berdagang mereka ketika kegiatan jual beli selesai. Hal tersebut dilakukan 

karena pasar berdiri tepat di samping lapangan voli yang biasa digunakan oleh 

masyarakat Perumahan Bluru Permai untuk berolahraga. Seiring dengan waktu 

yang berjalan, hingga saat ini terdapat stan pedagang semi permanen yang 

berjajar hingga pintu masuk Perumahan Bluru Permai.3 

Pasar Krempyeng Bluru Permai memiliki beberapa jenis pedagang, yaitu 

pedagang pengguna lapak yang berbaur antara satu pedagang dengan pedagang 

lainnya, pedagang pengguna stan, dan pedagang yang berjualan pada malam 

hari. Pedagang di Pasar Kempyeng Bluru Permai bervariasi mulai dari 

sembako, ikan segar, makanan siap santap, baju, namun didominasi dengan 

pedagang sayuran segar. Pada sore hari pedagang juga melakukan transaksi 

jual beli, seperti warung yang menjual kebutuhan sehari-hari, pedagang sayur, 

serta warung makan.  

Pasar Krempyeng yang disebut masyarakat sekitar sebagai pasar lama di 

fasilitasi kamar mandi namun menurut pedagang kamar mandi yang disediakan 

                                                           
3 Rahmat, Wawancara, Rumah Rahmat, 01 Januari 2020 
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tidak layak, pedagang lebih memilih melakukan aktivitas kamar mandi di 

Masjid yang berada tidak jauh dari pasar. Selain itu, para pengelola Pasar 

Krempyeng tidak menyediakan lahan parkir sehingga pembeli yang hendak 

melakukan transaksi jual beli terpaksa memakir kendaraan miliknya di pinggir 

jalan sekitar pasar bahkan hingga terparkir di depan rumah warga yang terletak 

tepat di depan pasar.  

 

C. Praktik Pemanfaatan Tanah Hak Milik Untuk Disewakan Di Pasar 

Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo 

Penulis akan memaparkan profil responden selama proses penelitian 

lapangan berlangsung, sebelum mendeskripsikan praktik dan pemanfaatan 

tanah hak milik untuk disewakan di Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo. 

Berikut adalah nama-nama responden : 

Tabel 3.5  

Daftar Nama Responden 

No. Nama Pekerjaan Alamat 

1. Tri Prastiyono Kepala Desa Bluru Kidul  

2019 – 2024 

Perumahan Bluru Permai 

Sidoarjo 

2. Rahmat Perangkat Desa Bluru 

Kidul pada Tahun 1999 

Desa Bluru Kidul 

Sidoarjo 

3. Sugiono Pengelola Pasar Perumahan Bluru Permai 

Sidoarjo 
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4. Kasianto Pedagang Sayuran Segar Perumahan Bluru Permai 

Sidoarjo 

5. Nus  Penjual Warung Makan  Perumahan Bluru Permai 

Sidoarjo  

6. Erna Pedagang Sembako  Desa Bluru Kidul 

Sidoarjo  

7. Budi Pedagang Sayuran Segar  Tulangan Sidoarjo 

8. No Name Penjual Warung Pecel 

Lele 

Tuban 

Praktik pemanfaatan tanah hak milik untuk disewakan di Pasar 

Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo, dimanfaatkan oleh sebagian warga. Tanah 

yang digunakan para pedagang merupakan tanah hak milik Puskopkar. 

Puskopkar adalah Pusat Koperasi Karyawan Jawa Timur yang berada di bawah 

binaan Provinsi Jawa Timur. Puskopkar merupakan developer atau 

pengembang dari Perumahan Bluru Permai Sidoarjo.4 

 

Gambar 3.2 Bangunan Stan Pasar Krempyeng 

                                                           
4 Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, “Nomor Induk Koperasi”, 
http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=3578020010015, diakses pada 22 Maret 2020. 
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Awal penggunaan tanah tersebut merupakan inisiatif dari Kepala Desa 

terpilih pada tahun 1999 yang telah melakukan perizinan penggunaan tanah 

untuk pasar. Namun tidak ada pemindahan hak milik, dalam hal ini pemilik 

adalah tetap Puskopkar dan bukan desa. Seiring dengan berjalannya waktu 

hingga saat ini kondisi pasar telah mengalami perubahan dalam segi bentuk, 

mulai dari tersedianya bangunan semi permanen berupa stan yang berdiri di 

sepanjang pintu masuk Perumahan Bluru Permai Sidoarjo. Hal itu yang 

menjadi alasan Puskopkar sebagai pemilik tanah untuk mengambil haknya, 

karena merasa tanah milik Puskopkar telah dimanfaatkan untuk kegiatan sewa 

menyewa namun dilakukan bukan atas nama Puskopkar.5 

 

Gambar 3.3 Wawancara dengan Perangkat Desa Periode 1999 

Kepala Desa terpilih saat ini, Tri Prastiyono menyadari bahwa tanah yang 

digunakan pedagang untuk berjualan bukan merupakan tanah desa ataupun 

tanah perorangan. Puskopkar sebagai pemilik telah mengantongi sertifikat atas 

tanah tersebut. Hal tersebut yang menjadi latar belakang Kepala Desa Bluru 

Kidul untuk kemudian menyediakan pasar permanen yang akan digunakan 

                                                           
5 Rahmat, Wawancara, Rumah Rahmat, 01 Januari 2020 
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untuk merelokasi pedagang dari pasar lama menuju pasar baru yang terletak 

berdekatan dengan Kantor Balai Desa Bluru Kidul. Namun, kebijakan tersebut 

tidak disambut baik oleh sebagian pedagang karena pedagang menganggap 

harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli atau hanya menyewa stan 

di pasar baru.6 

Pedagang pasar yang tidak menyambut baik kebijakan tersebut memilih 

untuk tetap berjualan di Pasar Krempyeng Bluru Permai. Pasar Krempyeng 

tetap beroperasi hingga saat ini. Jam operasi mulai pukul 06.00 – 10.00 WIB, 

dan buka mulai hari Senin hingga Minggu. Menurut pemaparan pedagang 

sayur yang tetap berjualan di pasar lama, menjelaskan alasan tidak ada 

keinginan untuk relokasi dari pasar lama ke pasar baru. Hal tersebut karena 

berjualan di pasar lama tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar, cukup 

membayar Rp. 10.000,00 – Rp. 15.000,00 / bulan, dan uang kebersihan sebesar 

Rp. 5.000,00 / hari sudah bisa berjualan di Pasar Krempyeng tanpa harus 

membeli atau menyewa stan permanen di pasar baru Bluru Kidul.7 

Tempat pedagang untuk berjualan tidak hanya berada di pasar dengan 

fasilitas kios tanpa pembatas, namun adapula pedagang yang mendrikan stan 

bangunan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara pedagang dengan 

pengelola pasar. Menurut pedagang warung penjual rujak, memaparkan bahwa 

prosedur pendirian stan di Pasar Krempyeng Bluru Permai yaitu dengan 

menghubungi Pak Sugiono selaku pengelola pasar. Setelah adanya perjanjian 

                                                           
6 Tri Prastiyono, Wawancara, Kantor Kepala Desa Bluru Kidul, 31 Desember 2020 
7 Kasianto, Wawancara, Pasar Krempyeng Bluru Permai, 02 Januari 2020 
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antara kedua belah pihak, pedagang membangun sendiri stan untuk berjualan. 

Harga yang diberikan kepada pedagang dari pengelola pasar sebesar Rp. 

500.000,00 untuk pendaftaran. Namun, biaya yang dikeluarkan untuk 

pendaftaran berbeda dengan biaya untuk pembangunan stan. Selain biaya 

pendaftaran, biaya lain yang harus dikeluarkan antara lain untuk kebersihan 

sebesar Rp. 5.000,00 / hari, dan biaya untuk fasilitas listrik dan keamanan 

sebesar Rp. 15.000,00 / bulan.8 

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh mbak Erna, pedagang yang 

memilih membangun stan untuk berjualan sembako.  

“Saya berjualan di pasar sini sudah berjalan 1,5 tahun, segala informasi 
dari pendaftaran dan lain lain diperoleh dari ibu yang kebetulan juga 
memiliki lapak di pasar. Biaya pembangunan stan dikeluakan dari kantong 
pribadi. Namun, posisi saya disini tidak memiliki hak atas tanah. Setiap 
hari hanya membayar retribusi pasar untuk kebersihan sebesar Rp. 
6.000,00, / hari, biaya tersebut tergantung dari besar kecil dari stan yang 
ditempati. Serta biaya Rp. 15.000,00 / bulan untuk kemanan dan listrik. 
Andaikata terjadi penggusuran, saya juga bersedia untuk pindak karena 
menyadari tidak memiliki hak atas tanah disini.”9 

 

Gambar 3.4 Wawancara dengan Penjual Sembako 

                                                           
8 Nus, Wawancara, Pasar Krempyeng Bluru Permai, 30 Desember 2019 
9 Erna, Wawancara, Pasar Krempyeng Bluru Permai, 30 Desember 2019 
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Jumlah stan yang berdiri di sepanjang pintu masuk Perumahan Bluru 

Permai sebanyak 10 unit. Menurut keterangan pengelola pasar, stan yang 

berdiri sesuai dengan siapa yang lebih cepat mendaftar untuk berjualan dengan 

menggunakan stan. Sistem yang digunakan oleh pengelola untuk 

pembangunan stan adalah “siapa cepat dia dapat”, hal tersebut karena sisa 

tanah kosong terbatas. Tanah kosong yang dibanguni stan pedagang juga 

merupakan milik Puskopkar.10 

Pedagang yang mendapat tempat untuk membangun stan, mendapat 

pilihan untuk menggunakan lapak tanpa ada pembatas antara pedagang satu 

dengan pedagang lainnya. Penulis melakukan wawancara terhadap salah satu 

pedagang pengguna lapak. Menurut pemaparan Pak Budi penjual sayuran 

segar,  

“Mulai berjualan di Pasar Krempyeng Bluru Permai sejak 4 tahun yang 
lalu. Rumah saya di Tulangan. Saya mengetahui informasi mengenai lapak 
di pasar sini ketika saya pada waktu itu masih berjualan kerupuk keliling. 
Pendapatan yang saya terima dari berjualan kerupuk keliling dibilang 
cukup sedikit, kemudian saya berinisiatif untuk beralih berjualan sayuran 
segara dengan membuka lapak di pasar ini. Biaya yang harus saya 
keluarkan untuk pendaftaran sebesar Rp. 500.000,00 itu sudah mendapat 
tempat yang ada atapnya, namun untuk meja saya membuatnya sendiri. 
Selain biaya pendaftaran adapula biaya kebersihan sebesar Rp. 5.000,00 / 
hari. Fasilitas yang ada di pasar seperti kamar mandi sebenarnya bisa sudah 
tidak layak pakai karena kotor.”11 

                                                           
10 Sugiono, Wawancara, Rumah Sugiono, 01 Januari 2020 
11 Budi, Wawancara, Pasar Krempyeng Bluru Permai, 30 Desember 2019 
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Gambar 3.5 Wawancara dengan Pedagang Sayur Segar 

Kegiatan jual beli tidak hanya dilakukan pada pagi hari. Beberapa 

pedagang ada yang berjualan pada malam hari. Selain pedagang sayuran segar, 

dan penjual kebutuhan sehari-hari, adapula warung makan pecel lele yang 

memang berjualan di malam hari. Penjual pecel lele yang tidak ingin 

disebutkan namanya, menjelaskan mengenai awal mereka berjualan di Pasar 

Krempyeng Bluru Permai. Menurut mereka, informasi yang mereka terima 

diperoleh dari atasan atau juragan usaha pecel lele. Mereka selaku anak buah 

hanya menjalnkan tugas sebagai karyawan. Seperti halnya dengan pedagang 

lain, warung maknaan yang buka pada malam hari membayar biaya sebesar 

Rp. 5.000,00 / hari untuk kebersihan dan listrik. Mereka tidak menyebutkan 

biaya pendaftaran.12 

                                                           
12 Penjual Pecel Lele, Wawancara, Pasar Krempyeng Bluru Permai, 02 Januari 2020 
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Gambar 3.6 Keadaan Pasar Krempyeng pada Malam Hari  

Sugiono selaku pengelola pasar menyebutkan prosedur untuk berjualan di 

Pasar Krempyeng Bluru Permai. Hal pertama untuk pedagang baru yang ingin 

berjualan di pasar membayar biaya pendaftaran di awal sebesar Rp. 

1.000.000,00. Kemudian akan diarahkan untuk mencari tempat kosong guna di 

tempati pedagang baru oleh petugas pasar di lapangan. Biaya lain yang perlu 

dikeluarkan oleh pedagang baru sama dengan pedagang lama, yaitu biaya 

kebersihan sebesar Rp. 5.000,00 / hari, serta biaya listrik dan keamanan sebesar 

Rp. 15.000,00 / bulan.13 

Tri Prastiyono selaku Kepala Desa Bluru Kidul memberi penjelasan 

terkait status tanah yang digunakan para pedagang untuk berjualan. Status 

tanah merupakan hak milik Puskopkar dan bukan milik Desa Bluru Kidul. 

Kepala Desa Bluru Kidul juga menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh 

pedagang untuk kebersihan ataupun keamanan tidak masuk ke dalam kas desa 

ataupun Puskopkar selaku pemilik. Menurut Tri Prastiyono, pengelola ataupun 

pedagang tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Ketika terjadi perselisihan 

                                                           
13 Sugiono, Wawancara, Rumah Sugiono, 01 Januari 2020 
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antara pengelola dengan Puskopkar, maka pedagang harus rela untuk pindah 

dari lokasi berjualan di Pasar Krempyeng Bluru Permai. Kepala Desa telah 

menghimbau para pedagang untuk mau di relokasi ke pasar baru, karena 

apabila terus menggunakan tanah yang bukan haknya akan rugi untuk para 

pedagang sendiri. Kepala Desa Bluru Kidul telah menyediakan pasar baru 

sebagai solusi dari perselisihan yang terjadi. Pasar baru merupakan aset Desa 

Bluru Kidul yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dengan cara menyewa 

atau membeli stan yang sudah tersedia. Pasar baru juga dilengkapi fasilitas 

yang memadai, seperti kamar mandi, tempat parkir, dan memiliki struktur 

organisasi yang jelas. Sehingga meminimalisir kerugian yang diterima oleh 

pedagang pasar.14 

                                                           
14 Tri Prastiyono, Wawancara, Kantor Kepala Desa Bluru Kidul, 31 Desember 2020 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH HAK 

MILIK UNTUK DISEWAKAN DI PASAR KREMPYENG BLURU 

PERMAI SIDOARJO 

 

A. Analisis Praktik Pemanfaatan Tanah Hak Milik untuk Disewakan Di 

Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo 

Pasar Krempyeng Bluru Permai merupakan suatu tempat bertemu antara 

penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan ekonomi berupa transaksi jual 

beli. Pada dasarnya suatu perjanjian tidak berbeda dengan transaksi atau serah 

terima. Sebuah perikatan atau transaksi yang akan dilakukan oleh kedua belah 

pihak harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh menyimpang. Aktivitas 

ekonomi manusia sangat tergantung secara langsung pada tanah. Islam 

memiliki pandangan bahwa tanah sebagai faktor produksi paling penting. Salah 

satu dari pemanfaatan tanah di Bluru Permai Sidorajo adalah penggunaan tanah 

hak milik yang dimanfaatkan untuk Pasar Krempyeng. Tanah yang 

dimanfaatkan oleh sebagian warga Perumahan Bluru Permai merupakan tanah 

milik Puskopkar. Puskopkar sebagai pemilik tentu saja memiliki kekuasaan 

atas tanah tersebut, serta berhak memanfaatkan tanah tersebut sesuai kehendak 

Puskopkar.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB III, praktik pemanfaatan 

tanah hak milik untuk disewakan di Pasar Krempyeng Bluru Permai. Pada 

pelaksanaan yang terjadi di lapangan, sejumlah oknum memanfaatkan tanah 

yang bukan miliknya kemudian pedagang membayar sejumlah uang kepada 

oknum yang disebut sebagai pengelola Pasar Krempyeng Bluru Permai. 
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Pedagang harus mengeluarkan biaya untuk pendaftaran sebesar Rp 500.000,00, 

kemudian biaya untuk kebersihan sebesar Rp 5.000,00 / hari, serta biaya untuk 

fasilitas listrik dan keamanan sebesar Rp 15.000,00 / bulan. Biaya yang 

dikeluarkan oleh pedagang langsung disetor kepada pengelola pasar. Namun, 

terjadi pembeda biaya pendaftaran antara pedagang lama dengan pedagang 

baru. Pedagang baru dikenai biaya pendaftaran sebesar Rp 1.000.000,00.1 

Pada praktik pemanfaatan tanah hak milik untuk pasar krempyeng ini, 

terjadi perjanjian antara pengelola pasar dengan pedagang pasar. Kepala Desa 

Bluru Kidul, Tri Prastiyono menjelaskan bahwa uang yang dihasilkan dari 

perjanjian antara pengelola dengan pedagang tidak masuk ke dalam kas Desa 

Bluru Kidul. Hal itu terjadi karena sistem organisasi Pasar Krempyeng Bluru 

Permai yang tidak jelas, dan Kepala Desa menyadari bahwa tanah tersebut 

bukan merupakan aset Desa Bluru Kidul.2 

Awal mula Pasar Krempyeng Bluru Permai berdiri merupakan inisiatif 

dari Kepala Desa terpilih pada saat itu yakni Alm. H. Choirul Anam, Kepala 

Desa mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat Desa Bluru Kidul yang 

ketika itu lebih banyak pengangguran. Kepala Desa akhirnya meminta izin 

kepada Puskopkar untuk menggunakan lahan kosong yang belum digunakan 

oleh Puskopkar. Puskopkar memberi izin untuk memanfaatkan tanah tersebut 

untuk pasar. Pada awal berdiri pasar krempyeng, pedagang selalu merapikan 

dan membersihkan tempat ia berjualan. Hal tersebut dilakukan karena lokasi 

                                                           
1 Sugiono, Wawancara, Rumah Sugiono, 01 Januari 2020 
2 Tri Prastiyono, Wawancara, Kantor Kepala Desa Bluru Kidul, 31 Desember 2020 
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pasar yang bersebelahan dengan lapangan voli yang merupakan fasilitas umum 

bagi Perumahan Bluru Permai Sidoarjo.3 

Seiring dengan waktu yang berjalan, terjadi perselisihan antara Puskopkar, 

pengelola pasar, dan pedagang. Puskopkar melihat bahwa terdapat petak-petak 

lahan yang siap untuk dibangun menjadi stan. Ketika proses pembuatan stan 

tidak ada akad perjanjian antara Puskopkar dengan pengelola pasar. Hal 

tersebut menjadi latar belakang Puskopkar untuk mengambil tanah hak 

miliknya, karena telah menjadi lahan komersiil. Bangunan stan akan didirikan 

sendiri oleh pedagang yang telah melakukan perjanjian dengan pengelola 

pasar.  

Sejak awal berdiri Pasar Krempyeng Bluru Permai yang bertujuan untuk 

membantu masyarakat Desa Bluru Permai hingga saat ini terjadi perubahan 

fungsi, tanah yang semula hanya digunakan warga untuk berdagang di satu 

tempat yang sama tanpa adanya stan. Kini, pasar berubah dengan bertambah 

stan yang didirikan oleh pedagang atas perjanjian yang telah dilakukan antara 

pengelola pasar dengan pedagang, serta terdapat biaya yang harus dikeluarkan 

oleh pedagang. Puskopkar selaku pemilik tanah memiliki kekuasaan penuh 

untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah miliknya. Namun, pengelola 

pasar tidak melakukan perjanjian dengan Puskopkar dalam proses pembuatan 

stan di area tanah kosong yang terletak di sepanjang pintu masuk Perumahan 

Bluru Permai. Uang yang dikeluarkan oleh pedagang kepada pengelola pasar 

                                                           
3 Rahmat, Wawancara, Rumah Rahmat, 01 Januari 2020 
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berupa uang pendaftaran, biaya kebersihan, serta biaya fasilitas listrik dan 

keamanan tidak masuk ke Puskopkar selaku pemilik tanah.  

 

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Hak Milik Untuk 

Disewakan di Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo 

Kepemilikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia, 

karena kepemilikan adalah bagian dari kebutuhan hidup. Islam mengakui 

kepemilikan pribadi, disamping kepemilikan umum. Islam menjadikan hak 

milik pribadi sebagai dasar bagunan ekonomi. 

Pengertian kepemilikan secara sederhana adalah kekuasaan seseorang 

terhadap sesuatu berupa harta atau aset. Aset yang dimiliki oleh seseorang 

dimiliki secara riil maupun secara hukum. Penjelasan Wahbah al Zuhaily 

mengenai kepemilikan adalah keistimewaan (istishash) terhadap sesuatu yang 

menghalangi orang lain untuk memiliki dan pemilik bebas untuk melakukan 

tasharruf secara langsung kecuali ada halangan yang syar’i. Hak seseorang 

dalam menguasai sesuatu, serta seseorang diperbolehkan untuk mengambil 

manfaat dengan cara sesuai syara’. Orang lain tidak diperbolehkan untuk 

mengambil manfaat dan suatu barang tanpa memperoleh izin dari pemilik, 

ataupun sesuai dengan bentuk muamalah yang diperbolehkan.4 

Kepemilikan merupakan penguasaan terhadap suatu aset yang dimiliki 

seseorang, berupa aset bergerak ataupun tidak bergerak. Kepenguasaan 

diartikan bahwa orang yang memiliki suatu aset mempunyai kekuasaan 

                                                           
4 Tsani Harahap, dkk, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 25. 
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terhadap aset yang dimiliki, sehingga seorang pemilik aset dapat menggunakan 

sesuai keinginan. Pernyataan tersebut memiliki arti, orang lain baik secara 

individu maupun kelompok tidak dapat menghalangi dari pemanfaatan aset 

yang dimiiki seseorang. Islam mengatur cara memperoleh kepemilikan dengan 

jalan yang halal, dan melarang kepemilikan atas harta yang digunakan untuk 

kedzaliman atau kerusakan di muka bumi.5 

Islam akan memberi sanksi hukum kepada siapa saja yang melanggar hak 

milik orang lain. Seperti, mencuri, merampok, penyerobotan, dan penggelapan. 

Rasulullah SAW bersabda : 

ثَـنَا  ٢٠١صحيح مسلم  ثَـنَا خَالِدٌ يَـعْنيِ ابْنَ مخَْلَدٍ حَدَّ ثَنيِ أبَوُ كُرَيْبٍ محَُمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّ : حَدَّ

َِّ لٌ محَُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ جَاءَ رَجُ   إِلىَ رَسُولِ ا

َِّ أرَأَيَْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يرُيِدُ أَخْذَ مَاليِ قاَلَ فَلاَ  َ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ  َّ عْطِهِ ت ـُصَلَّى ا

هِيدٌ قاَلَ أرَأَيَْتَ إِنْ أنَْتَ شَ مَالَكَ قاَلَ أرَأَيَْتَ إِنْ قاَتَـلَنيِ قاَلَ قاَتلِْهُ قاَلَ أرَأَيَْتَ إِنْ قَـتـَلَنىِ قاَلَ فَ 

 قَـتـَلْتُهُ قاَلَ هُوَ فيِ النَّارِ 

Artinya : Shahih Muslim 201 : “Telah menceritakan kepada kami (Abu Kuraib 
Muhammad bin al-‘Ala’) telah menceritakan kepada kami (Khalid) 
yaitu Ibnu Makhlad telah menceritakan kepada kami (Muhammad 
bin Ja’far) dari (al-‘Ala’ bin Abdurrahman) dari (bapaknya) dari 
(Abu Hurairah) dia berkata : “Seorang laki-laki mendatangi 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya berkata : ‘Wahai 
Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang lelaki yang 
ingin merampas harta bendaku ?’ Beliau menjawab : ‘jangan kamu 
berikan hartamu kepadanya!’ Laki-laki itu bertanya lagi, ‘Lalu 
bagaimana jika dia hendak membunuhku ?’ Beliau menjawab : 
‘Bunuhlah dia!’ Laki-laki itu bertanya lagi, ‘Lalu bagaimana 
pendapatmu kalau dia berhasil membunuhku?’ Beliau menjawab, 
‘Maka kamu mati syahid’. Dia bertanya lagi, ‘Bagaimana 

                                                           
5 Ibid., 26. 
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pendapatmu jika aku yang berhasil membunuhnya ?’ Beliau 
menjawab : ‘Dia yang akan masuk ke neraka’.”6 

Hadis tersebut menjelaskan tentang kepedulian Islam dalam melindungi 

kepemilikan pribadi dari perbuatan pencuian atau ghasb, dan apabila seseorang 

mati karena berhasil mempertahankan harta miliknya, maka ia akan mati 

syahid. Prinsip dasar dari pemindahan hak milik seseorang kepada seorang 

yang lain adalah prinsip suka sama suka, dan ridha. Islam melarang 

pemindahan hak milik atas barang seseorang melalui jalan yang tidak baik. 

Seseorang mengambil barang yang bukan hak orang tersebut dengan cara 

mencuri atau merampas harus dikenakan sanksi. Ketentuan tersebut bertujuan 

agar harta yang dimiliki seseorang benar bersih dan mendapat ridha dari Allah. 

Cara mendapatkan harta dengan benar dimaksudkan untuk mencapai 

kemaslahatan bersama sehingga terhindar dari kekacauan atau perselisihan. 

Contoh dari kepemilikan atau pengelolaan aset yang tidak dibenarkan oleh 

Islam adalah menanami tanah seseorang dengan menggunakan tanaman 

tertentu tanpa mendapat izin dari pemilik tanah. Cara pemanfaatan yang tidak 

benar sering kali ditemui di masyarakat dan selalu dianggap sepele, padahal 

memanfaatkan aset orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemilik adalah 

perbuatan yang dzalim. Fiqih menganggap tindakan tersebut sebagai ghasb 

(merampas hak orang lain) dan pelaku dari perbuatan tersebut mendapat 

hukuman yang sangat keras.7 

                                                           
6 Aplikasi Kutubussittah, Shahih Muslim No 201. 
7 Tsani Harahap, dkk, Hadis-Hadis..., 27-28. 
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Hukum Islam mengatur hubungan manusia secara menyeluruh dalam 

berbagai aspek. Hubungan yang terjadi antara manusia dengan Allah diatur 

dalam bidang ibadah, sedangkan hubungan antar manusia satu dengan manusia 

lain diatur dalam bidang muamalah. Kaidah fikih yang membahas mengenai 

muamalah adalah sebagai berikut : 

ةُ حَتىَّ يَـقُوْمَ دَليِْلٌ عَلَي الْبُطْلاَنِ وَالتَّحْريمِِْ  حَّ  الأََْصْلُ فيِ الْعُقُوْدِ وَالْمُعَامَلاَتِ الصِّ

Artinya : “Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga 
ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.”8 

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengatur kegiatan 

muamalah sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar 

syara’. Kegiatan muamalah pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-

menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan 

lain sebagainya, kecuali dengan yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan 

kemudharatan, tipuan, judi, serta riba.9 

Kegiatan bermuamalah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, salah 

satu contoh adalah sewa-menyewa atau disebut dengan ija>rah. Ija>rah 

merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam 

waktu tertentu yang ditandai dengan pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan (milkiyah) atas barang tersebut. Manfaat yang 

dimaksud adalah manfaat barang, tetapi fisik barang tetap utuh setelah 

dimanfaatkan.10 

                                                           
8 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2013), 4. 
9 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
Masalah yang Praktis, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2006), 130.  
10 Dumairi Nor, dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf, (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008), 118.  
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Para fuqaha sepakat bahwa ija>rah adalah akad yang diperbolehkan oleh 

syara’, namun kecuali oleh beberapa ulama sebagai berikut, Abu Bakar Al-

Asham, Isma’il bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan 

Ibnu Kisan. Menurut pendapat mereka dalam tidak memperbolehkan ija>rah, 

karena ija>rah merupakan jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat 

akad dilakukan tidak bisa diserahterimakan. Sedangkan sesuatu yang tidak 

nampak pada wkatu akad dilakukan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat 

beberapa ulama tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat ketika 

akad dilakukan belum ada, tetapi pada galibnya manfaat akan terwujud, dan 

hal tersebutlah yang telah menjadi pertimbangan syara’.11 

Alasan jumhur ulama memperbolehkan ija>rah, terdapat dalam QS. At-

Talaq (65) ayat 6 sebagai berikut :  

تُمْ مِنْ وُجْدِ كُمْ وَلاَ تُضَآ  ولاَتِ وَإِنْ كُنَّ اُ  ۗ◌  نَّ ا عَلَيْهِ هُنَّ لتُِضَيِقُوْ  وْ رُّ اَسْكِنـُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنـْ

ا وَأْتمَِرُوْ  ۚ◌  هُنَّ نَّ اجُُورَ هُ  فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَـئَاتُـوْ  ۚ◌  حمَْلَهُنَّ  يَضَعْنَ هِنَّ حَتىّٰ حمَْلٍ فأَنَفِْقُوا عَلَيْ 

نَكُمْ بمِعَْرُوفٍ  ۗ◌  ىأُخْرٰ  وَإِنْ تَـعَاسَرْ تمُْ فَسَترُْ ضِعُ لَهُٓ  ۚ◌  بَـيـْ  

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang 
sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 
nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika 
mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalan di 
antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui 
kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 
untuknya.”12 

                                                           
11 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 318. 
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan dan Terjemah, (Bandung : CV Penerbit 
Diponegoro, 2010), 559. 
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Para ulama fiqh juga mengemukakan alasan dari beberapa sabda 

Rasulullah, diantaranya adalah sabda beliau yang mengatakan : 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطوُا الْلأَجِيرَ أَجْ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ :  َّ َِّ صَلَّى ا  رَهُ قاَلَ رَسُولُ ا

 قَـبْلَ أَنْ يجَِفَّ عَرَقهُُ (رَوَاهُ ابْنُ مَا جَهْ)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar , ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam pernah bersabda, “Berilah upah kepada para 
pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR. Ibnu Majah)13 

Akad ija>rah merupakan sebuah kegiatan muamalah yang dianggap sah 

apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, menurut jumhur 

ulama ada 3 (empat) rukun antara lain : 1) A>qidain yang terdiri dari mu’jir 

(orang yang menyewakan), dan musta’jir (orang yang menyewa); 2) Ma’qu>d 

‘Alaih yang terdiri dari ujrah dan manfaat; 3) Shi>ghat yang terdiri dari ijab 

dan kabul.14 

Syarat ija>rah terdiri dari empat jenis persyaratan, antara lain :  

1. Syarat Terjadinya Akad (Syarat In’iqad) 

Syarat terjadinya akad atau yang disebut dengan syarat in’iqad 

berkaitan dengan ‘a>qid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan 

dengan ‘a>qid adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan 

baligh menurut Syafi’iyah dan Hanabilah. Berdasarkan dengan syarat 

tersebut artinya akad ija>rah tidak sah apabila si pelaku (mu’jir dan 

                                                           
13 Imam Ibnu Hajar Asqalani, Shahih – Dha’if Bulu>ghul Mara>m Memahami Hukum dengan 
Dalil-Dalil Shahih (Terjemahan Merujuk Kitab Syarah Hadits Dilengkapi Mukadimah Ilmu 
Hadits); Penerjemah, Muhammad Hanbal Shafwan, (Solo : Al Qowam, 2013), 483. 
14 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Bandung : PT 
Refika Aditama, 2017), 205.  
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musta’jir) sedang gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, 

tamyiz adalah syarat dari sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh 

adalah syarat untuk kelangsungan akad (nafadh). 

2. Syarat Kelangsungan Akad (Nafadh) 

Syarat kelangsungan (nafadh) akad ija>rah disyaratkan terpenuhinya 

hak milik atau wilayah (kekuasaan). Berdasarkan syarat ini apabila si 

pelaku (‘a>qid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan 

(wilayah) atas suatu hal, seperti akad yang telah dilakukan oleh fudhuli, 

maka akadnya tidak bisa dilangsungkan. Menurut Hanafiah dan Malikiyah 

statusnya adalah mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan dari 

pemilik barang. Namun, menurut Syafi’iyah dan Hanabilah hukum dari 

akad ija>rah tersebut batal seperti halnya yang terjadi pada jual beli. 

3. Syarat Sah Ija>rah  

Syarat sah ija>rah harus memenuhi beberapa syarat yang berkaitan 

langsung dengan ‘a>qid (pelaku), ma’qud ‘alaih (objek), sewa atau upah 

(ujrah), dan akad itu sendiri.15 

 

 

 

4. Syarat Mengikatnya Akad Ija>rah  

                                                           
15 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 321-322. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

78 
 

 

Benda yang hendak disewakan terhindar dari cacat (aib), yang dapat 

menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa; dan 

tidak adanya uzur (alasan) yang dapat membatalkan akad ija>rah.  

Islam memperbolehkan persewaan tanah dengan menggunakan prinsip 

kemaslahatan, serta tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak. 

Islam mengatur berbagai hal perihal sewa-menyewa tanah. Hal tersebut diatur 

dengan tujuan untuk menghindari perselisihan dan kesalahpahaman diantara 

para pihak yang telah melakukan perjanjian sewa-menyewa.16 

Pada suatu perjanjian sewa-menyewa tanah, hendaklah menyebutkan 

dengan jelas tujuan dari persewaan tanah tersebut. Apakah digunakan untuk 

lahan pertanian, digunakan untuk mendirikan tempat tingal, atau digunakan 

untuk mendirikan bangunan lainnya yang dikehendaki oleh penyewa. Apabila 

persewaan digunakan untuk pertanian, maka penyewa harus menyebutkan jenis 

tanaman yang hendak ditanami. Namun apabila pemilik tanah memberi 

kebebasan kepada penyewa, barulah penyewa boleh menanam sesuai dengan 

keinginannya. Apabila transaksi sewa-menyewa tidak memenuhi salah satu 

rukun ija>rah, maka sewa-menyewa dikatakan fasid (rusak). Hal tersebut 

terjadi karena pada dasarnya kegunaan dari tanah berbeda-beda.17 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti, bahwa praktik 

pemanfaatan tanah hak milik untuk disewakan di Pasar Krempyeng Bluru 

Permai Sidoarjo tidak diperbolehkan menurut Islam. Kepemilikan merupakan 

                                                           
16 Muhammad Yazid, dan Aji Prasetyo, Ekonomi Syariah : Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan 
Syariah, (Surabaya : Imtiyaz, 2019), 64.  
17 Ibid., 65.  
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penguasaan suatu aset yang dimiliki seseorang, dalam hal ini Puskopkar 

memiliki aset berupa tanah yang terdapat di Perumahan Bluru Permai Sidoarjo. 

Kepenguasaan diartikan bahwa Puskopkar sebagai pemilik aset, mempunyai 

kekuasaan terhadap aset tersebut dan berhak untuk memanfaatkan sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginannya. Pengelola pasar tidak dapat menghalangi 

pemanfaatan tanah yang dimiliki Puskopkar. Islam tidak memperbolehkan 

orang lain untuk mengambil manfaat atau suatu barang tanpa memperoleh izin 

dari pemilik, kecuali sesuai dengan bentuk muamalah yang diperbolehkan. Hal 

yang dilakukan oleh pengelola pasar tidak dibenarkan dalam Islam karena 

pengelola pasar mendirikan bangunan stan diatas tanah milik Puskopkar tanpa 

mendapat izin dari pemilik tanah. Islam mengatur cara memperoleh 

kepemilikan dengan jalan yang halal, dan melarang kepemilikan atas harta 

yang digunakan untuk kedzaliman.  

Prinsip dasar dari pemindahan hak milik seseorang kepada seorang yang 

lain adalah prinsip suka sama suka, dan ridha. Islam melarang pemindahan hak 

milik atas barang seseorang melalui jalan yang tidak baik.18 Al-Qur’an 

menjelaskan dalam Surat An-Nisa’ (4) : 29 :  

ْ كُلُوْٓ مَن ـُيُّـهَا الَّذِيْنَ اٰ َٰٓ  َ لْبَاطِلِ اِلآَّ ا امَْوَالَكُمْ وْا لاَ ِ نَكُمْ  نْكُمْ انَْ تَكُوْنَ تجَِ  بَـيـْ  ۗ◌  ارَةً ءَنْ تَـراَضٍ مِّ

َّٰ  ۗ◌  ا انَْـفُسَكُمْ وَلاَ تَـقْتُـلُوْٓ    كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا اِنَّ ا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di 

                                                           
18 Tsani Harahap, dkk, Hadis-Hadis..., 27 
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antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, 
Allah Maha Penyayang kepadamu.”19 

Pada awal berdirinya pasar, tidak ada pendirian stan dengan mengeluarkan 

biaya pendaftaran yang dibayarkan oleh pedagang kepada pengelola pasar. 

Puskopkar selaku pemilik tanah merasa dirugikan dengan hal tersebut, karena 

tidak ada akad atau perjanjian antara Puskopkar dengan pengelola pasar. 

Permasalahan muncul ketika Puskopkar hendak meminta kembali tanah hak 

miliknya.  

Al-Qur’an menjelaskan dalam Surat An-Nur (24) : 27 : 

 ۚ◌ ا َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوً غَيرَْ بُـيُوتِكُمْ حَتىَّٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أهَْلِهَ 

لِكُمْ خَيرٌْ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ   ذَٰ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memasuki 
rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi 
salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, 
agar kau selalu ingat.”20 

Ayat Al-Qur’an tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang hendak 

memasuki rumah milik orang lain, harus meminta izin kepada pemilik rumah 

untuk dibolehkan masuk setelah memberi salam. Petikan ayat tersebut 

merupakan salah satu penerapan akad ija>rah, seseorang yang hendak 

memanfaatkan tanah milik orang lain harus meminta izin terlebih dahulu 

sampai terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.  

Pada praktik pemanfaatan tanah hak milik untuk disewakan di Pasar 

Krempyeng yang menjadi mu’jir atau pihak yang menyewakan bukan dari 

                                                           
19 Departemen Agama RI, Al Qur’an Tajwid dan..., 83. 
20 Ibid., 352. 
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pihak pemilik tanah. Pembayaran uang pendaftaran, dan lain-lain diterima oleh 

pengelola pasar tanpa diberikan kepada Puskopkar selaku pemilik tanah 

ataupun ke Desa Bluru Kidul. Islam membolehkan persewaan tanah dengan 

prinsip kemaslahatan dan tidak merugikan pihak lain, yang artinya kedua belah 

pihak harus sama-sama diuntungkan dengan transaksi sewa-menyewa tersebut.  

Pada perjanjian sewa-menyewa tanah harus menyebutkan dengan jelas 

tujuan persewaan tanah tersebut, apakah untuk pertanian, mendirikan tempat 

tinggal, atau mendirikan bangunan lain. Syarat ija>rah harus terpenuhi salah 

satunya adalah syarat kelangsungan (nafadh) akad ija>rah. Berdasarkan syarat 

ini, apabila si pelaku tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan atas 

suatu harta, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan. Menurut Hanafiah dan 

Malikiyah akad tersebut berstatus mauquf (ditangguhkan), dan harus 

menunggu persetujuan dari pemilik harta. Namun, menurut Syafi’iyah dan 

Hanabilah hukum dari akad ija>rah tersebut batal. Sesuai dengan hal tersebut 

maka, perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan antara pengelola pasar dengan 

pedagang pasar dianggap rusak. Sebab, tidak terpenuhinya salah satu syarat 

ija>rah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka penulis 

mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan 

yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut 

:  

1. Praktik pemanfaatan tanah hak milik untuk disewakan di Pasar 

Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo, dimanfaatkan oleh sebagian orang 

yang tidak memiliki hak atas tanah. Pengelola pasar memanfaatkan dengan 

mendirikan bangunan stan yang kemudian disewa oleh pedagang dengan 

rincian biaya sebagai berikut; biaya untuk pendaftaran sebesar Rp 

500.000,00, kemudian biaya untuk kebersihan sebesar Rp 5.000,00 / hari, 

serta biaya untuk fasilitas listrik dan keamanan sebesar Rp 15.000,00 / 

bulan. Biaya tersebut diberikan Puskopkar selaku pemilik tanah maupun 

masuk kas Desa Bluru Kidul. 

2. Menurut hukum Islam, praktik pemanfaatan tanah hak milik untuk 

disewakan di Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo dikatakan fasid 

(rusak). Islam tidak diperbolehkan orang lain untuk mengambil manfaat 

dan suatu barang tanpa memperoleh izin dari pemilik, kecuali sesuai 

dengan bentuk muamalah yang diperbolehkan. Transaksi sewa-menyewa 

tidak memenuhi salah satu rukun ija>rah, yaitu mu’jir bukan dari pihak 

pemilik tanah. Selain itu berdasarkan syarat kelangsungan akad ija>rah, 
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apabila si pelaku tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan atas 

suatu harta, maka akad tidak bisa dilangsungkan. Menurut Hanafiah dan 

Malikiyah akad tersebut berstatus mauqu>f (ditangguhkan), dan harus 

menunggu persetujuan dari pemilik harta. Namun, menurut Syafi’iyah dan 

Hanabilah hukum dari akad ija>rah tersebut batal.  

B. Saran  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada Pasar 

Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo, ada beberapa hal yang dapat 

dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan membawa manfaat dan 

dampak positif kedepan untuk Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo yaitu 

sebagai berikut :  

1. Kepada Kepala Desa untuk lebih tegas dalam pengawasan terhadap segala 

aset yang ada di Desa Bluru Kidul Sidoarjo.  

2. Kepada Puskopkar selaku pemilik aset untuk selalu mengontrol aset yang 

ada di Desa Bluru Kidul agar tidak terjadi perselisihan yang di kemudian 

hari.  

3. Kepada pengelola pasar hendaknya ketika bermuamalah bersikap jujur 

seperti penjelasan terhadap objek yang diperjanjikan, serta mencari rezeki 

dengan cara yang benar. 

4. Kepada pedagang pasar seharusnya memahami terkait status tanah yang 

ditempati berdagang dan lebih bijak menanggapi sikap Kepala Desa ketika 

merelokasi pedagang dari pasar lama menuju pasar baru.  
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